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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ber dasarkan prin sip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pem batas an sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se ba gai ma na dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau pidana denda pa ling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme gang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Ko mer sial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana den da paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme gang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pi dana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang di la ku kan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (se puluh) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat mi li ar rupiah).
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KATA PENGANTAR

KETERWAKILAN perempuan dalam politik merupakan bagian yang ti-
dak terpisahkan dari partisipasi politik perempuan dan kelahiran Negara 
Indonesia. Indonesia telah memberikan hak sama bagi perempuan dan 
laki-laki untuk memilih dan terpilih pada Pemilu 1955. Diperkuat 
dengan diratifikasinya Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan 
(The Convention on the Political Rights of Women) menjadi Undang-
Undang Nomor 68 Tahun 1958, juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminiasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women - CEDAW). Dalam rentang waktu enam 
puluh lima tahun sejak pengakuan negara terhadap hak politik perempuan, 
keterwakilan perempuan Indonesia baik di lembaga legislatif maupun 
eksekutif dan yudikatif belum menunjukkan peningkatan yang berarti 
atau memenuhi ketentuan afirmasi 30 persen. Bahkan setelah berlakunya 
perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yaitu pasal 28H ayat (2) yang menyatakan “setiap orang 
berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan”. Ketentuan UUD 1945 ini menjadi landasan yang kuat bagi 
semua golongan warga negara termasuk perempuan untuk bebas dari 
diskriminasi sistemik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, 
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termasuk pada aspek politik.
Menurut World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 87 

dari 146 negara dengan skor 0,697 dalam Global Gender Gap Index 2023. 
Skor Indonesia ini terbebani oleh indeks pemberdayaan perempuan di 
bidang politik mencakup keterwakilan perempuan di parlemen maupun 
yang menjadi menteri di kabinet masih sangat rendah, yakni 0,181 atau 
di bawah rata-rata global. Pemilihan Umum sebagai salah satu sarana 
dalam sistem demokrasi, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan 
kesetaraan gender. Pemilu yang demokratis memastikan bahwa semua 
warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama 
dalam mengakses hak pilih dan dipilih.

Penyelenggaraan Pemilu harus peka terhadap kerentanan perempuan, 
baik perempuan sebagai pemilih, perempuan sebagai calon/kandidat, 
perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dan perempuan sebagai pen-
dukung politik. Mengenali kerentanan tersebut dalam beragam bentuk 
kekerasan berupa, kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan siber. Adanya 
Penyempitan ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri akibat 
minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya politisasi agama dan adat, 
praktik budaya yang bias gender, dan stigmatisasi pada perempuan yang 
berkegiatan di politik. Juga politisasi dan eksploitasi isu perempuan yang 
digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai 
calon serta ancaman dan teror masih banyak digunakan lawan politik dan 
kelompok pendukungnya untuk kepentingan pemenangan. Tidak terkecuali 
bagi para perempuan di daerah yang rawan konflik mengkhawatirkan 
kondisi keamanan, baik sebelum, saat, dan setelah Pemilihan, terutama 
menguatnya politisasi agama dan identitas yang menghambat mobilitas 
dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan memberikan suara.

Komnas Perempuan berkepentingan mendorong penyelenggaraan 
Pemilu yang jujur, adil dan demokratis dengan mengedepankan prinsip-
prinsip hak asasi manusia (HAM) yang anti kekerasan dan diskriminasi 
terhadap perempuan. Para Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik perlu 
mengenali dan memahami kerangka hukum HAM dan kebijakan yang 
melindungi hak perempuan serta prinsip dan mekanisme pencegahan, 
penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terha-
dap perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk itulah Komnas 
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Perempuan menyediakan instrumen pemantauan berupa Pedoman Peman-
tauan Penyelenggaraan Pemilu untuk Memperkuat Peran dan Pemajuan Hak 
Perempuan Indonesia, sebagai bagian dari upaya membangun ruang aman 
bagi partisipasi politik perempuan. Komnas Perempuan mendedikasikan 
instrumen pemantauan ini bagi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Partai 
Politik maupun lembaga terkait lainnya untuk pelaksanaan Pemilu yang 
berkeadilan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender guna mendorong 
peningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Apresiasi dan terima kasih Komnas Perempuan sampaikan kepada 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 
Ko misi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 
RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Perludem, 
Koalisi Perempuan Indonesia, Puskapol UI, dan kelompok masyarakat di 
Makassar yang telah menjadi mitra diskusi yang intens dalam penyusunan 
pengetahuan ini. Dengan diskusi tersebut pengembangan pengetahuan ini 
mendapatkan beragam perspektif yang menguatkan upayakan penyikapan 
kekerasan terhadap perempuan dalam kontek Pemilu. 

Secara khusus apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada Komisioner 
Retty Ratnawaty, Siti Aminah Tardi, Rainy Marike Hutabarat dan segenap 
Badan Pekerja Resource Center: Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, 
Runy Lestari dan Alif Firmansyah. Juga Peneliti Arrashe Keiko Pratiwi, 
Nathifa Rasendriya. yang telah mendedikasikan diri dalam seluruh proses 
penyiapan hingga dokumen ini hadir di tangan kita semua. Semoga 
dokumen ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama bagi 
pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik dan organisasi/lembaga 
pemantau dalam menganalisis, mencegah, menangani dan memulihkan 
korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu

Jakarta, November 2023

Olivia Chadidjah Salampessy
Wakil Ketua Komnas Perempuan

Kata Pengantar
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PRAKATA

PEMILIHAN Umum sebagai mekanisme demokrasi pertama kali diseleng-
garakan di Indonesia pada 1955 untuk pemilihan anggota DPR. Jalan 
panjang perjalanan pelaksanaan mekanisme demokrasi ini pada tahun- 
tahun berikutnya. Perubahan dan penyesuaian terjadi baik proses, waktu, 
hingga substansi pemilihannya. Namun satu hal yang menjadi jangkar 
dinamika pelaksanaan Pemilu adalah jaminan hukum kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan seperti yang tertuang dalam pasal 28D ayat 
3 UUD 1945. Hak konstitusional ini diatur secara detail dalam UU No. 
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menguatkan 
jaminan kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. 
Lebih lanjut ditekankan bahwa ada persamaan hak melalui pemungutan 
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jaminan hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya berlaku tanpa 
membedakan perempuan atau lelaki. Namun, sejarah 12 kali pelak-
sanaan Pemilu di Indonesia masih menyisakan catatan diskriminasi 
terhadap kontestan perempuan. Beberapa diantaranya, Komnas Pe-
rempuan mencatat adanya pemecatan calon legislatif perempuan untuk 
digantikan calon legislatif laki-laki di Sulawesi Selatan (2019), hingga 
pelecehan verbal terhadp calon Wakil Walikota Makassar (2020). Komnas 
Perempuan merespons situasi ini dengan mengembangkan pedoman 
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peman tauan penyelenggaraan pemilihan umum. Pedoman ini diharapkan 
dapat memperkuat peran dan pemajuan hak politik perem puan Indonesia. 

Pengembangan pengetahuan dalam konteks pemenuhan hak dan 
perlindungan perempuan dalam konteks mekanisme demokrasi Indonesia 
mencakup juga upaya pencegahan hingga mekanisme pemantauan. 
Penjabaran diversitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam 
Pemilu ditinjau berdasar studi literatur, pantauan media, hingga diskusi 
kelompok terfokus serta wawancara mendalam kepada penyelenggara 
Pemilu hingga para penyintas. Bentuk-bentuk kekerasan dan variabel-
variabel pendukungnya secara detail dijabarkan. Lebih lanjut, analisis 
penanganan, dampak, dan upaya pemulihan juga disusun baik berdasar hal 
yang sudah diupayakan, maupun pada partai politik hingga penyelenggara 
Pemilu. Sebagai sintesis dari pengembangan pengetahuan ini diejawantah-
kan dalam satu instrumen pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban 
kekerasan berbasis gender pada perempuan dalam masa kampanye. Target 
instrumen ditujukan kepada penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, partai 
politik, serta kepada korban atau keluarga korban. Berharap instrumen 
ini menjadi rujukan oleh masing-masing unsur yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Pemilu dan dapat menjamin perlindungan serta pemenuhan 
hak perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia. 

Komnas Perempuan tidak bekerja sendiri dalam proses pengembangan 
pedoman pemantauan penyelengaraan Pemilu ini. Kerja kolektif melibatkan 
penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, akademisi, dan para korban dan 
penyintas yang dimaksudkan untuk memperkuat analisis permasalahan dan 
ketepatan upaya dalam menjamin hak politik perempuan. Kami ucapkan 
terima kasih kepada setiap peran, data, dan masukan yang membangun 
dalam penyusunan pedoman ini. Komnas Perempuan mendorong kuat 
implementasi pedoman ini pada pelaksanaan Pemilu 2024. Sebagai muara 
harapan adalah jaminan perlindungan dan pemenuhan hak politik perem-
puan di Indonesia. 

Retty Ratnawati
Ketua Resource Center 
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PEMILIHAN umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme dalam 
mewu   jud kan demokrasi suatu negara. Begitu juga di Indonesia, Pemilu 
men        jadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat 
Indonesia dapat menunjuk wakil mereka di pemerintahan. Pemilu dise-
leng ga rakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan 
Wakil Presi den serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demikian 
dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia (UUD) 1945. 

Senada dengan itu, Konstitusi Indonesia juga telah menjamin per lin-
dungan perempuan dari segala bentuk tindakan diskriminatif, termasuk 
dalam jabatan publik dalam konteks pemilu. Di antaranya adalah jaminan 
hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 
27 ayat (1); hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 
(Pasal 28 d ayat (3); dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia 
dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun (Pasal 28I ayat (2), termasuk 
bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Prinsip nondikriminasi 
berdasar jenis kelamin ini dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM.

Secara khusus, Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
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Perempuan (CEDAW). CEDAW melarang tindakan diskriminasi terhadap 
perempuan di lembaga politik atau publik dan perlunya langkah-langkah 
khusus untuk menghapus diskriminasi tersebut (Pasal 7). Rekomendasi 
Umum CEDAW No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik, mempertegas 
bahwa menghambat laju politik perempuan merupakan hambatan bagi 
partisipasi perempuan dalam pengembangan penuh potensi perempuan 
dalam melayani negara dan kemanusiaan.

Salah satu pendekatan CEDAW adalah keadilan substantif, yang 
mewajibkan tindakan afirmasi untuk perempuan sebagai bentuk koreksi 
akibat ketimpangan relasi gender. Upaya ini dilakukan Indonesia melalui 
Perpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-
Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang 
mengatur tindakan afirmatif (affirmative action) berupa kuota 30% 
ke  ter wakilan perempuan. Keterwakilan dan partisipasi perempuan di 
lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan 
kepu tusan politik dan perumusan kebijakan publik menjadi hal yang 
mutlak dilakukan. Ini dimaksudkan agar budaya dan sistem politik yang 
maskulin dan patriarkis dapat berubah menjadi “ramah perempuan” 
yang lebih terbuka dan akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan 
perempuan. 

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dalam konteks representasi 
perempuan didorong untuk memenuhi ketentuan afirmatif 30 persen. 
Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), representasi perempuan di 
lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 mencatat 120 perempuan anggota 
DPR RI dari 575 kursi (20,87%) dan 42 perempuan anggota DPD RI 
dari 136 kursi (30,88%). Selain itu, terdapat kemajuan keterwakilan 
perempuan di parlemen dengan terpilihnya perempuan sebagai Ketua 
DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024. Hal tersebut 
menjadi terobosan perempuan di jajaran pimpinan legislatif. Begitu juga 
di tataran eksekutif telah terjadi peningkatan jumlah menteri perempuan, 
dengan enam menteri perempuan yang menduduki posisi strategis yang 
sebelumnya didominasi laki-laki. Di pemerintahan daerah juga terdapat 
sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan, dengan satu 
gubernur, tiga wakil gubernur, 14 bupati/walikota dan 17 wakil bupati/
wakil walikota. Jumlah tersebut memang belum signifikan, terlebih lagi 
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dengan proporsi perempuan pada jabatan eselon I masih 17,83% dan 
eselon II sebanyak 20,44%. 

Melihat lebih jauh ke belakang, sejak Pemilu 1955 sampai sekarang, 
perempuan Indonesia telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih 
sebagai anggota legislatif. Meskipun begitu persentase keterwakilan 
perempuan di parlemen belum mencapai 30 persen sebagaimana yang 
diharapkan. Persentase paling tinggi hanya 20.87 persen yang berhasil 
dicapai pada 2019. Belum terpenuhinya capaian 30 persen keterwakilan 
perempuan ini juga menjadi tantangan dalam kepemimpinan di tingkat 
pemerintahan daerah. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara 
langsung sesuai undang-undang yang mengatur tentang pemilihan 
gubernur, bupati dan walikota. Keterlibatan perempuan di pilkada, 
keterwakilan Perempuan masih rendah, baik pencalonan maupun 
keterpilihannya. Seperti tahun 2020, hanya ada 11.10 persen calon 
perempuan dari total calon dan hanya 22.01 persen calon perempuan 
yang terpilih dalam pilkada. 

Kehadiran perempuan sebagai kepala/wakil kepala daerah maupun 
anggota legislatif penting untuk menciptakan kultur pengambilan kebijakan 
publik yang lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan. Kebijakan 
partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu dalam memenuhi 
ketentuan afirmasi 30 persen berkontribusi besar terhadap kehadiran 
perempuan di ranah politik sekaligus mendorong pemberdayaan politik 
perempuan. Walau secara hukum, tidak ada hambatan bagi perempuan 
untuk menjadi pemimpin namun berdasarkan pengaduan dan pemantauan 
Komnas Perempuan masih terdapat penolakan baik di tingkatan partai 
politik maupun komunitas masyarakat.

Menelisik lebih dalam, keterpilihan perempuan dalam pemilu tidak 
berdiri secara tunggal melainkan berkelindan dengan berbagai dimensi 
yang mendukungnya. Dalam hal ini, partai politik tempat perempuan 
menjadi kader maupun kondisi politik yang kondusif merupakan dimensi 
pendukung penting yang tidak dapat dinafikan. Sebab itu, partisipasi 
perempuan dalam pemilu dan pilkada tidak terlepas dari peran strategis 
partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Dorongan kuat ketentuan 
afirmatif ini tidak hanya menjadi nilai kuantitatif namun substantif dalam 
pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan. 
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Selain itu, secara khusus tantangan bagi seorang perempuan untuk 
berkompetisi dalam rekrutmen pejabat publik ataupun perwakilan 
di lembaga legislatif adalah serangan terhadap seksualitas dan tubuh 
perempuan. Karena itu, perempuan calon rentan dan berpotensi 
mengalami pelecehan seksual baik oleh lawan politik maupun para 
pendukung. Bentuk kekerasannya pun berbagai macam, mulai da-
ri kekerasan seksual seperti pelecehan seksual maupun penolakan 
perempuan-calon. Hambatan ini sejatinya bukan merupakan persoalan 
khas Indonesia saja, namun juga terjadi di negara lain. Secara spesifik 
UN Women menyebutkan, 

“Violence against women in political life, including in and beyond 
elections, is any act of, or threat of, gender-based violence, resulting 
in physical, sexual, psychologicalharm or suffering to women, that 
prevents them from exercising and realizing their political rights, 
whether in public or private spaces, including the right to vote 
and hold public office, to vote in secret and to freely campaign, 
to associate and assemble, and to enjoy freedom of opinion and 
expression. Such violence can be perpetrated by a family member, 
community member and/or by the State.” 
(UN Women: 2018, 2).

 
Lebih lanjut, UN Women menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan 

yang dalam pemilihan umum disebut violence against women in election 
(VAWE) merupakan satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan 
di ranah politik (VAW-P). VAWE menyasar perempuan yang menjadi 
juru kampanye politik, aktivis, organisator, komunitas pemimpin akar 
rumput, pemilih, staf Pemilu, kandidat sampai anggota partai politik 
(parpol). Sayangnya, upaya untuk mengembangkan kerangka analisis 
VAWE maupun pencegahan, penanganan maupun pemulihan korban 
masih terkendala. Demikian disebabkan kurangnya indikator tentang 
kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu, minimnya pelaporan 
oleh para perempuan korban, bias dalam pemberitaan media massa 
dan kurangnya kemauan politik untuk mengatasi kekerasan terhadap 
perempuan dalam pemilu. 

“



7

PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) 
sebagai mekanisme nasional HAM memiliki mandat khusus dalam 
peng hapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas 
Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 
181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, 
dengan beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu tugas tersebut adalah 
memberikan saran serta pertimbangan pada pemerintah dan lembaga 
terkait untuk mendorong segala upaya dalam penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan Indonesia. Manifestasi 
dari mandat tersebut, Komnas Perempuan melakukan pengem  bangan 
pengetahuan yang dalam konteks ini adalah dinamika perempuan da-
lam politik. Pengembangan pengetahuan ini juga di maksudkan untuk 
menghasilkan panduan pemantauan pemenuhan hak konsti   tusional 
perempuan Indonesia termasuk kepemimpinan perempuan yang dapat 
berkontribusi terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 

Seiring dengan rencana penyelenggaraan Pemilu 2024, Komnas Perem-
puan berkomitmen untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang jujur, 
adil, dan demokratis serta bebas dari kekerasan. Prinsip anti kekerasan 
terhadap perempuan merupakan nilai yang harus dilakukan oleh para 
pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiadaan prinsip ini tidak hanya akan 
merugikan perempuan sebagai subjek dalam tiap tahapan Pemilu, namun 
lebih luas lagi, akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi 
Indonesia. Menghindari hal tersebut, Komnas Perempuan memandang 
penting adanya instrumen pemantauan untuk memantau kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi dalam pemilu.

Berdasarkan permasalahan di atas, pengembangan pengetahuan ini 
akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kerangka hukum dan HAM internasional dan nasional 
tentang perlindungan hak perempuan dalam pemilu?

2. Apa bentuk dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu, khususnya 
pada masa kampanye? 

3. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan untuk mencegah, menangani 
dan memulihkan perempuan korban kekerasan berbasis gender 
dalam kampanye pemilu? 
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4. Bagaimana mekanisme pemantauan yang perlu dilakukan untuk 
menganalisis kerentanan dan menghindari kekerasan terhadap 
perempuan dalam tahapan kampanye saat pemilu? 

 Pertanyan tersebut diajukan dengan harapan, secara umum pengem-
bangan pengetahuan ini dapat mengidentifikasi pemantauan pelanggaran 
hak perempuan dalam keterlibatannya dalam pemilu. Secara spesifik, 
pengembangan pengetahuan ini dilakukan untuk:

1. Menyediakan pemahaman terkait kerangka hukum, HAM, dan 
kebi jakan untuk melindungi hak perempuan dalam penyelengga-
raan pemilu;

2. Menyediakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelanggaran 
hak dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam 
pemilu, khususnya dalam tahapan kampanye;

3. Menyediakan pemahaman atas prinsip dan mekanisme pencegahan, 
penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan 
dalam pemilu; dan

4. Menyediakan instrumen pemantauan yang dapat ditujukan kepada 
pemerintah dan lembaga terkait untuk pelaksanaan pemilu yang 
berkeadilan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Selain itu, dalam menjawab rumusan masalah dalam pengembangan 
pengetahuan ini, Komnas Perempuan melakukan serangkaian kegiatan 
meliputi telaah literatur terkait dengan kekerasan berbasis gender 
terhadap perempuan dalam politik dan pemilu, diskusi terpumpun 
dengan para ahli, tinjauan lapangan dengan mewawancarai korban 
dan penyelenggara pemilu. Rangkaian proses analisa tersebut tampak 
dalam grafis berikut:
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Adapun penulisan laporan pengembangan pengetahuan ini, sebagai 
hasil dari rangkaian telaah data, sebagaimana yang telah disebutkan, 
akan disajikan dalam beberapa bagian. Muatan masing-masing bagian 
sebagai berikut:

Pertama, Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan dasar-dasar yang 
melatarbelakangi penyusunan pedoman ini; rumusan masalah dan per-
tanyaan sebagai batasan pengembangan pengetahuan; tujuan dan keluaran 
dari pengembangan pengetahuan; ruang lingkup dan batasan pembahasan; 
serta sistematika penulisan. Bagian awal ini sekaligus juga akan menjadi 
teras menuju pokok-pokok pembahasan pada bagian setelahnya. 

Kedua, Kerangka Konseptual Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Dalam Penyelenggaraan 
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Pemilu. Pada bagian ini dijabarkan instrumen HAM Internasional dan 
Nasional, khususnya terkait hak perempuan dalam politik dan kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan. Pada bagian instrumen HAM 
Internasional diuraikan deklarasi, konvensi, kesepakatan, sikap bersama, 
dan kebijakan internasional tentang perlindungan hak perempuan dan 
rekomendasi kepada negara-negara untuk menghapuskan diskriminasi 
dan mengatasi hambatan-hambatan perempuan dalam pemenuhan hak 
politiknya. Pada bagian instrumen HAM Nasional diuraikan peraturan 
perudang-undangan yang menjamin hak politik perempuan dan pemilihan 
umum di Indonesia. Sementara sub bab tentang kekerasan berbasis gender 
terhadap perempuan diuraikan pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu yang menjadi perhatiaan 
internasional. Bagian kedua ini menjadi bangunan analisis yang digunakan 
dalam menyusun mekanisme penanganan, penyusunan instrumen dan 
monitoring pada pembahasan berikutnya. 

Ketiga. Menguraikan terkait bentuk kekerasan berbasis gender terhadap 
perempuan dalam Pemilu, baik yang ditemukan melalui serangkaian riset 
pustaka maupun laporan ke Komnas Perempuan. Pada bab ketiga ini 
juga dijelaskan potensi apa saja yang mendorong terjadinya kekerasan, 
baik yang dilatarbelakangi oleh dimensi struktural, dimensi sosial, dan 
dimensi tekstual. Potensi ini selanjutnya juga selanjutnya dijelaskan 
sebagai tantangan dalam pemajuan hak perempuan dalam sistem Pemilu 
di Indonesia. 

Keempat, Menguraikan bentuk-bentuk penyikapan yang perlu dilaku-
kan dalam melindungi hak perempuan dalam Pemilu di Indonesia. Hal 
ini dimulai dari analisa media monitoring. Demikian penting untuk 
menunjukkan sejauh mana bentuk-bentuk penyikapan yang dilakukan 
pe nye  lenggara Pemilu atas keterlibatan perempuan dalam politik. Selain 
itu, bagian ini juga menguraikan mekanisme yang diperlukan, baik oleh 
partai politik maupun penyelenggara Pemilu untuk mencegah, menangani, 
dan memulihkan hak perempuan korban dalam Pemilu. 

Kelima, Penutup yang akan dilampirkan dengan instrumen dan meka-
nisme evaluasi baik untuk partai politik dan penyelenggara Pemilu dalam 
meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam politik dan Pemilu. 
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DALAM menganalisis jaminan perlindungan hak perempuan dalam 
Pemilu diperlukan tinjauan terhadap kerangka hukum dan kebijakan 
yang tersedia, baik di tingkat nasional maupun kesepakatan internasional. 
Kerangka hukum dan HAM Perempuan ini selanjutnya menjadi koridor 
yang diperlukan untuk membaca kondisi temporer sekaligus potensi yang 
dielaborasi dalam penyusunan instrumen pemantauan kekerasan terhadap 
Perempuan dalam Pemilu. 

A. Kerangka Hukum dan HAM Internasional 
Hak Politik Perempuan 

1. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disah kan 

Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948. DUHAM mengakui 
bahwa setiap orang berhak atas hak-hak politik dan kebebasan yang 
sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum terlepas dari 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan latar belakang mereka 
lainnya. Dalam hal hak politik perempuan, DUHAM menekankan 
pentingnya kesetaraan gender dalam akses terhadap hak-hak yang 
dijamin didalamnya. 
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DUHAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk ber-
partisipasi dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau 
melalui wakil yang dipilih secara bebas dan rahasia” (Pasal 21). Tanpa 
membedakan jenis kelamin, setiap orang juga memiliki hak untuk 
mengakses jabatan publik dan mengemban tugas-tugas pe me rin-
tahan tanpa diskriminasi. Setiap orang juga berhak atas kebebasan 
berpendapat dan berekspresi (pasal 19) termasuk untuk perempuan. 
Deklarasi ini juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlin-
dungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan masing-masing 
individu, tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi gender.

2. Konvensi Hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil 
and Political Rights) 

Konvensi Hak Sipil dan Politik atau International Convention 
on Civil and Political Rights (ICCPR) diadopsi oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada 
16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Perjanjian 
ini mewajibkan negara anggotanya untuk me lindungi hak-hak sipil 
dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan ber-
agama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, 
dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak 
berpihak. Konvensi ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi 
Manusia Internasional bersama dengan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Deklarasi Hak Asasi 
Manusia Universal. 

Konvensi Hak Sipol menegaskan kembali tujuan Deklarasi Univer-
sal Hak Asasi Manusia, untuk cita-cita manusia yang bebas untuk 
menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan 
dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di 
mana setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politik dan juga 
hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara khusus Konvensi Sipol 
meng ingatkan Negara Pihak untuk menjamin hak yang sederajat dari 
laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik 
yang diatur dalam Kovenan Hak Sipol (Pasal 3) termasuk didalamnya 
hak politik perempuan.
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Jaminan hak politik selanjutnya dinyatakan: Setiap warga negara 
harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun 
dan tanpa pembatasan yang tidak layak, (Pasal 25) untuk: 

a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara 
langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 

b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, 
dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan 
melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin 
kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; 

c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas 
dasar persamaan dalam arti umum. 

3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan 1979 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discri-
mination Against Women (CEDAW) adalah sebuah perjanjian interna-
sional yang disahkan oleh PBB pada 1979. CEDAW berisi sejumlah 
hak yang harus diterapkan oleh negara-negara yang meratifikasi 
konvensi ini untuk memastikan kesetaraan gender dan penghapusan 
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk hak politik 
perempuan. 

Konvensi ini memberikan landasan hukum untuk melindungi 
hak politik perempuan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, 
serta partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan publik. Khususnya 
pada Pasal 7 Konvensi yaitu: Negara-negara peserta wajib membuat 
peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi ter            -
hadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasya-
rakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar 
persamaan dengan laki-laki, hak untuk: 

a. Memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan 
berke mam puan untuk dipilih dalam pemilihan; 

b. Berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan 
implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan 
melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; 
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c. Berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pe-
merintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat 
dan politik negara. Pasal 8 juga disebutkan bahwa negara-
negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menjamin bagi perempuan memiliki kesempatan untuk 
mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan 
untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi 
internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa 
suatu diskriminasi.

Selain itu, pendekatan yang diadopsi CEDAW adalah pende-
katan kesetaraan dan keadilan substantif melalui tindakan afirmatif 
(affirmative action), termasuk untuk mengatasi hambatan perempuan 
di bidang politik. 

4. Platform Aksi Beijing 1995
Platform Aksi Beijing atau Beijing Platform for Action 1995, meng -

garisbawahi pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pengam-
bilan keputusan dan menekankan perlunya menghilangkan hambatan-
hambatan yang menghalangi partisipasi politik perempuan. Dokumen 
ini menekankan pentingnya hak dan perlindungan Perempuan dalam 
politik dan juga Pemilu. Lebih lanjut, negara harus memberikan akses 
yang sama bagi perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 
umum; meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam berbagai 
level; mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kelompok-
kelompok masyarakat; pentingnya menempatkan perempuan dalam 
posisi kepemimpinan dan mempromosikan perempuan sebagai pe-
mimpin politik dan publik; pemberian akses yang sama bagi perempuan 
terhadap informasi politik dan pelatihan politik yang diperlukan untuk 
memperkuat partisipasi politik mereka. 

Dokumen Platform Aksi Beijing menyajikan hasil penelitian 
keterhubungan antara keterwakilan perempuan dan hasil kebijakan 
yang dihasilkan. Secara jelas disebutkan kehadiran 30-35% keterwakilan 
perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan publik 
berkontribusi penting terhadap lahirnya kebijakan yang memenuhi 
hak asasi Perempuan. Angka keterwakilan perempuan tersebut 
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kemudian menjadi kesepakatan minimal global untuk keterwakilan 
perempuan.

Upaya mencapai kesetaraan gender dalam politik dan hak-hak 
perempuan dibutuhkan pendekatan multi-aspek. Secara berke si-
nambungan diharapkan melibatkan promosi partisipasi perempuan 
dalam politik dan kepemimpinan, mengatasi kekerasan dan diskriminasi 
berbasis gender, dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses 
ke sumber daya dan peluang untuk berpartisipasi penuh dalam 
masyarakat. Deklarasi Beijing mendukung dan mengakui pentingnya 
strategi mainstreaming gender dalam mencapai salah satu sustainable 
development goals yang di tetapkan oleh PBB yaitu kesetaraan gender. 

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai ke-
setaraan gender dengan memastikan bahwa perspektif dan perhatian 
gender terintegrasi ke dalam semua aspek kebijakan dan program. 
Dalam kasus ini tak hanya yang terkait dengan politik, Pemilu, dan 
kampanye saja melainkan juga melibatkan identifikasi dan penanganan 
kesenjangan dan ketidaksetaraan gender di semua bidang kehidupan. 
Strategi tersebut dapat mendorong partisipasi dan kepemimpinan 
perempuan dalam kehidupan politik dan mendorong penghapusan 
diskriminasi dan kekerasan gender. Tujuannya adalah terciptanya 
masyarakat yang lebih inklusif dan berkesetaraan gender, di mana 
suara dan kontribusi perempuan diakui dan dihargai secara penuh 
(Kaltenborn et al, 2019).

5. Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2012
Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan atau United 

Nations Conference on Sustainable Development 2012 (UNCSD) yang 
biasa disebut dengan Rio+12 bertujuan untuk membahas tantangan 
pembangunan berkelanjutan dan menetapkan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam UNCSD, hak politik 
perempuan ditekankan sebagai bagian integral dari pembangunan ber ke-
lan jutan. Hak politik perempuan yang ditekankan dalam UNCSD, yaitu: 

a. Mendorong partisipasi politik perempuan dalam pembangunan 
berkelanjutan. UNCSD menekankan pentingnya meningkatkan 
partisipasi politik perempuan dalam pembangunan berkelan-
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jutan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan 
perumusan kebijakan. 

b. Memperkuat hak perempuan untuk memilih dan dipilih. UNCSD 
menekankan pentingnya memberikan akses yang sama bagi 
perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, 
serta untuk mengejar posisi kepemimpinan dalam berbagai level.

c. Menekankan perlunya penghapusan diskriminasi gender. 
UNCSD menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk 
dis    kriminasi gender, termasuk dalam hal hak politik perempuan.

d. Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan kepu-
tusan. UNCSD menekankan pentingnya peran perempuan 
dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mem-
promosikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender 
dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

UNCSD juga menekankan perlunya kerjasama antara negara-
negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan mempromosikan hak 
politik perempuan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam 
proses pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan 
merupakan salah satu prioritas dalam UNCSD.

6. Rekomendasi Umum CEDAW No. 23 tentang Kehidupan Politik 
dan Publik

CEDAW mewajibkan Negara untuk mengambil langkah-langkah 
yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan 
dalam kehidupan politik dan publik. Negara juga harus memberikan 
jaminan terhadap perempuan bahwa mereka dapat menikmati ke seta  raan 
dengan laki laki dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 7). Kewa-
jiban yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat dan politik 
dan tidak terbatas pada bidang-bidang yang disebutkan dalam Pasal 7 
ayat (a), (b) dan (c) CEDAW saja. Hal ini mengingat kehi   dupan politik 
dan kemasyarakatan suatu negara merupakan suatu konsep yang luas. 

Hal ini mengacu pada pelaksanaan kekuasaan politik, khususnya 
pelaksanaan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif dan administratif. 
Demikian mencakup banyak aspek masyarakat sipil, termasuk dewan 
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publik dan dewan lokal serta aktivitas organisasi seperti partai politik, 
serikat pekerja, asosiasi profesional atau industri, organisasi perempuan, 
organisasi berbasis komunitas, dan organisasi lain yang peduli dengan 
kehidupan publik dan politik. 

Rekomendasi umum juga mengarisbawahi persoalan kritis yang 
telah ditekankan dalam Platform Aksi Beijing yaitu adanya kesenjangan 
antara hak de jure dan de facto, atau hak dengan realitas partisipasi 
perempuan dalam politik dan kehidupan publik pada umumnya. 
Sebab itu selanjutnya, seperti yang telah disebutkan, Aksi Beijing 
merekomendasikan pentingnya partisipasi perempuan mencapai 
30 hingga 35 persen untuk memberikan dampak nyata terhadap 
kehidupan politik dan keputusan publik. 

Dalam konteks pemenuhan hak perempuan untuk memilih dan 
dipilih, berdasarkan laporan-laporan Negara-negara Pihak, terlihat 
bahwa meskipun hampir semua negara telah mengadopsi ketentuan-
ketentuan konstitusional atau ketentuan-ketentuan hukum lain yang 
memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk memilih 
atau dipilih dalam semua Pemilu atau referendum publik lainnya, 
perempuan di banyak negara masih terus mengalami kesulitan dalam 
menggunakan haknya secara utuh. Di antara faktor yang menghambat 
pemenuhan hak-hak Perempuan dalam hal ini adalah: 

a. Perempuan sering kali mempunyai akses yang lebih kecil 
dibandingkan laki-laki terhadap informasi tentang kandidat 
dan platform politik partai serta prosedur pemungutan suara, 
informasi yang tidak disediakan oleh pemerintah dan partai 
politik. Faktor-faktor penting lainnya yang menghambat pe-
rempuan dalam menggunakan hak pilih mereka secara penuh 
dan setara adalah buta huruf, kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman tentang sistem politik atau dampak inisiatif dan 
kebijakan politik terhadap kehidupan mereka. Kegagalan untuk 
memahami hak, tanggung jawab dan peluang perubahan yang 
diberikan oleh hak pilih juga berarti bahwa perempuan tidak 
selalu terdaftar sebagai pemilih; 

b. Beban ganda yang dihadapi perempuan dalam pekerjaan, serta 
kendala keuangan, akan membatasi waktu atau kesempatan 
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perempuan untuk mengikuti kampanye Pemilu dan memiliki 
kebebasan penuh untuk menggunakan hak pilihnya; 

c. Di banyak negara, tradisi dan stereotip sosial dan budaya 
menghambat perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. 
Banyak laki-laki mempengaruhi atau mengontrol suara perem-
puan melalui persuasi atau tindakan langsung, termasuk mem-
berikan suara atas nama mereka. Praktik-praktik seperti itu 
harus dicegah; 

d. Masih ditemukannya pembatasan gerak dan partisipasi perem-
puan, baik dalam komunitas maupun dalam masyarakat mereka. 
Selain itu juga masih adanya respon negatif yang diberikan atas 
partisipasi politik perempuan, serta kurangnya kepercayaan 
dan dukungan terhadap perempuan; dan

e. Masih tantangan dalam persepsi perempuan yang menganggap 
keterlibatan mereka dalam politik adalah hal yang tidak menye-
nangkan dan menghindari partisipasi dalam kampanye politik.

Faktor-faktor ini setidaknya menunjukkan paradoks dalam diskusi 
keterlibatan perempuan dalam politik. Padahal perempuan, di banyak 
negara, mewakili setengah dari seluruh pemilih. Serangkaian faktor 
yang disebutkan nyata telah menjadi hambatan dalam mendorong lebih 
jauh kepentingan perempuan dalam menyusun kebijakan publik serta 
upaya penghapusan kebijakan yang diskriminatif bagi perempuan. 

Sedangkan untuk konteks hak dipilih, rekomendasi umum meng-
ingatkan bahwa sistem pemungutan suara, distribusi kursi di parlemen, 
dan daerah pemilihan mempunyai dampak yang signifikan terhadap 
proporsi perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen. Sebab 
itu, sudah selayaknya, baik peserta Pemilu seperti partai politik, 
maupun penyelenggara Pemilu menganut prinsip kesetaraan untuk 
menyeimbangkan jumlah kandidat laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya Rekomendasi CEDAW merekomendasikan kepada 
negara untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk 
memastikan terjaminnya hak perempuan. Pada pasal 7 ayat (a) dise-
but kan lebih lanjut bahwa negara mesti merancang upaya untuk:

a. Mencapai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki yang 
memegang posisi yang dipilih secara publik;



21

KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) KEKERASAN BERBASIS GENDER 
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

b. Memastikan bahwa perempuan memahami hak mereka untuk 
memilih, pentingnya hak ini dan bagaimana melaksana  kan-
nya;

c. Menjamin bahwa hambatan-hambatan terhadap kesetaraan 
dapat diatasi, termasuk hambatan-hambatan yang diakibatkan 
oleh buta huruf, bahasa, kemiskinan dan hambatan terhadap 
kebebasan bergerak perempuan;

d. Membantu perempuan yang mengalami kerugian tersebut 
untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dan dipilih.

7. Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 tentang Kekerasan Berbasis 
Gender terhadap Perempuan

Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 merupakan penyempurnaan 
terhadap Rekomendasi Umum CEDAW No. 19 tentang Kekerasan 
terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum ini mengkoreksi kekerasan 
terhadap Perempuan menjadi kekerasan berbasis gender terhadap 
Perempuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap 
Perempuan terjadi karena gender perempuannya. Demikian menjuk-
kan adanya permasalah sosial, bukan individual, yang harus disikapi 
oleh negara dengan serius.

Rekomendasi ini mengidentifikasikan bahwa kekerasan berbasis 
gender terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, 
seperti krisis politik, ekonomi dan sosial, kerusuhan sipil, keadaan 
darurat kemanusiaan, bencana alam dan degradasi sumber daya alam. 
Selain itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga terjadi 
lewa serangkaian praktik berbahaya dan kejahatan terhadap perempuan 
pembela hak asasi manusia, politisi, aktivis yang dipengaruhi oleh 
faktor budaya, ideologi dan politik.

Dapat disintesiskan Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 ini 
menyiratkan informasi bahwa politisi perempuan, termasuk juga 
perempuan pembela HAM, rentan mendapatkan kekerasan berbasis 
gender. Krisis politik ataupun kondisi politik yang tidak aman dapat 
memperkuat kerentanan perempuan untuk mendapatkan kekerasan 
dan pelanggaran hak dasar lainnya.
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8. Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Kelima SDGs tentang Kese­
taraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak 
Perempuan 

Setiap upaya pembangunan, peran dan keterlibatan perempuan 
tidak bisa dinafikan. Peran perempuan telah disebutkan, menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dalam strategi pembangunan berkelanjutan. 
Dalam upaya tersebut, partisipasi perempuan dalam politik dan 
kepemimpinan perempuan pun turut menjadi perhatian. Ini menjadi 
salah satu upaya di antara upaya lain yang diperlukan untuk mencapai 
kesetaraan gender sebagai syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan 
berkelanjutan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait hak 
ini adalah: 

a. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
b. Penghapusan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap 

perempuan, baik di ruang publik maupun di ruang privat;
c. Penghapusan segala praktik yang berbahaya terhadap perempuan 

dan anak perempuan;
d. Jaminan atas partisipasi dan kesempatan yang sama bagi 

perempuan untuk memimpin, baik dalam ekonomi, politik, 
dan sosial; 

e. Memperkuat kebijakan dan peraturan dalam peningkatan 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di setiap 
tingkatan; dan

f. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang setara kepada 
perempuan dalam mengakses sumber daya yang tersedia.

B. Kerangka Hukum dan HAM Nasional 
Hak Politik Perempuan

Tidak hanya kesepakatan internasional, hukum dan kebijakan yang 
tersedia dan berlaku di Indonesia juga menjadi kerangka utama guna 
melihat pemenuhan dan penguatan hak perempuan dalam politik, 
termasuk juga dalam Pemilu. Hukum dan Kebijakan yang dimaksud 
adalah: 
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1. Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mengatur hak politik 

perempuan sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. Pe-
rempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan 
yang sama untuk memperoleh kesehatan, pekerjaan, pendidikan, hak 
untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk ber-
serikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang 
dilindungi oleh hukum. Secara lebih spesifik, Pasal 28E ayat (3) UUD 
1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh jabatan publik dan untuk 
memilih dalam pemilihan umum. 

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik juga 
dimuat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa 
setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, 
baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Ke-
mudian, dalam Pasal 28E ayat (4) UUD 1945 mengatakan bahwa 
setiap warga negara berhak untuk mendirikan partai politik terlepas 
dari jenis kelamin dan latar belakangnya. Dalam hal mengakses 
informasi politik, Pasal 28F ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa 
setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat melalui lisan, 
tulisan, gambar, atau cara lain yang sesuai dengan hati nuraninya, 
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi yang dapat dijadikan 
pendapat. 

UUD 1945 merupakan kerangka dasar dari setiap peraturan 
mengenai pelaksanaan Pemilu dan kampanye yang menjamin unsur 
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada kajian ini, UUD 1945 
pun menjadi landasan prinsip hak asasi manusia Indonesia dalam 
membahas kondisi empiris perempuan saat pelaksanaan Pemilu.

 
2. Undang­Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap 
manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapapun. Pada Pasal 1 angka (3) Undang-
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Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 
HAM) disebutkan bahwa: 

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pun 
pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, 
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan 
hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. 

Secara konstitusi menegaskan perempuan termasuk didalamnya 
tidak boleh didiskriminasi karena jenis kelamin dan gendernya. 
Secara khusus UU HAM pada pasal 46 menyatakan bahwa: “Sistem 
pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan 
sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin 
keterwakilan wanita sesuai pernyataan yang ditentukan”. Jaminan 
keterwakilan perempuan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh negara untuk memastikan pencapaian kesetaraan dan keadilan 
subtantif antara laki-laki dan Perempuan. 

3. Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender diterbitkan 

dengan pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan 
kualitas perempuan. Inpres ini juga merupakan upaya dalam mewu -
judkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berke-
luarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan 
dengan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 
pembangunan nasional. 

Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, meliputi Menteri, 
Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekre-
tariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional 
Indonesia, Kepala Kepolisian Repulik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

“
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Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pesan yang disampaikannya 
pun jelas, yaitu keharusan dalam melaksanakan pengarusutamaan 
gender, dengan melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan 
nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari peren-
canaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan dan program pembangunan nasional. Termasuk di dalamnya 
adalah hak atas akses, partisipasi, politik, sosial, dan kontrol perempuan 
dalam setiap kebijakan dan program pembangunan nasional. 

4. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(UU Pemilu)

Jaminan tindakan afirmasi dalam Pemilihan Umum mulai diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan tersebut di-
nya takan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga 
puluh perseratus) keterwakilan perempuan (Pasal 52). 

Demikian berarti dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, terdapat 
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (Pasal 
52 ayat 2). Ketentuan ini dipertahankan dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu 
kemudian memandatkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan 
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
administrasi bakal calon anggota DPR/DPRD dan verifikasi terhadap 
terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. 

 
C.  Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan 
umum untuk memilih orang-orang yang pantas menduduki jabatan politik 
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tertentu (Rumi dan Rabi’ah, tanpa tahun; Efriza, 2012; Mukhtarrija, et al., 
2017). Sebagaimana tersurat dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu di Indonesia 
diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa diperlukannya 
peraturan yang mengikat untuk melaksanakan Pemilu. Indonesia sendiri 
telah beberapa kali menyesuaikan peraturan perundang-undangan untuk 
pelaksanaan Pemilu pasca reformasi. 

Indonesia menjadikan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu 
sebagai landasan hukum diselenggarakannya Pemilu. Kemudian di ta-
hun 2003 ditetapkan Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Pemilu di Indonesia. 
Perubahan ini juga berlanjut di tahun 2009 dengan mengganti landasan 
hukum pelaksanaan Pemilu dengan UU No. 10 Tahun 2008 (Masyrofah, 
2013; Pahlevi, 2014; Mukhtarrija, et al., 2018). 

Setelah mengalami beberapa kali penyelenggaraan Pemilu terpisah 
antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, di tahun 2013 muncul 
skema pemilihan umum serentak yang tertuang dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Skema Pemilu ini merupakan hasil 
judicial review dari UU No. 42 Tahun 2008. Pemilihan umum serentak 
ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pemilu. 

Selain menghasilkan efektivitas dan efisiensi, Pemilu serentak juga dapat 
menguatkan sistem presidensial. Hal yang dimaksud adalah sistem kepartaian 
menjadi lebih sederhana namun presiden mendapatkan du kungan politik 
yang memadai di lembaga legislatif (Fuadi, 2021). Dengan adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum 
penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019. Proses Pemilu serentak ini di-
rencanakan untuk diimplementasikan pada proses Pemilu yang akan datang.

Untuk penyelenggaraan Pemilu serentak, UU No. 7 Tahun 2017 telah 
mengatur tiga lembaga yang berwenang yaitu KPU (Komisi Pemilihan 
Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing lembaga memiliki tugas dan 
wewenangnya masing-masing. KPU bertugas dalam memimpin tahapan 
Pemilu dan mengorganisir data hasil Pemilu. DKPP merupakan lembaga 
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yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik selama Pemilu 
berlangsung. Sementara Bawaslu memiliki tugas mengawasi kegiatan Pemilu 
mulai dari kegiatan kampanye hingga pemungutan suara. Dalam hal ini 
Bawaslu diharapkan dapat menjadi lembaga preventif untuk menghindari 
munculnya pelanggaran proses Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

UU No. 7 tahun 2017 juga mengatur mengenai proses kampanye baik 
bakal calon presiden dan wakil presiden serta partai politik yakni tepatnya 
pada BAB VII Pasal 267-336. Dalam melakukan kampanye, bakal calon 
eksekutif maupun legislatif dapat melakukan kampanye dalam bentuk 
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye 
Pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga (atribut) di tempat 
umum, media sosial, media massa (cetak, elektronik, dan internet), rapat 
umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar 
peraturan perundang-undangan. 

Selama proses kampanye berlangsung, KPU wajib menyebarluaskan 
materi visi dan misi pasangan calon melalui situs resmi KPU dan lembaga 
penyiaran publik. Terkait pendanaan kampanye, UU No. 7 tahun 2017 
juga mengatur bahwa dana kampanye dapat diperoleh melalui: 1.) dana 
pribadi pasangan calon, 2.) partai politik atau gabungan partai politik 
pasangan calon, 3.) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak 
lain. Kemudian untuk dana kampanye presiden dan wakil presiden dapat 
diperoleh melalui dana APBN. Dana yang dimaksud dalam peraturan 
tersebut dapat berupa barang, uang, dan jasa.

Berkenaan dengan kampanye, pemerintah juga mengatur berjalannya 
kampanye dengan menerbitkan Peraturan KPU. Peraturan terakhir yang 
digunakan adalah Peraturan KPU RI No. 23 Tahun 2018 yang mengalami 
dua kali perubahanm yaitu Peraturan KPU RI No. 28 Tahun 2018 dan No. 
33 Tahun 2018. Peraturan ini mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan 
Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk 
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau 
citra diri Peserta Pemilu. 

Dalam melakukan kampanye, pasangan calon atau partai politik yang 
terlibat perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPU sebagai lembaga 
petugas kampanye. Merujuk pada pasal 5 ayat 1 PKPU RI No. 23 Tahun 2018, 
kampanye perlu dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.
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Secara teknis, Peraturan KPU RI No. 23 Tahun 2018 memiliki peraturan 
yang sama dengan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan kampanye. 
Pada dasarnya kampanye merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pasangan 
calon atau partai politik yang terdaftar untuk menyampaikan visi, misi, dan 
program yang akan dibawa jika terpilih pada periode Pemilu yang akan 
datang. Berdasarkan Pasal 23 PKPU RI No. 23 Tahun 2018, penyampaian 
visi, misi, program ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 

presiden dan wakil presiden; dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai salah satu tahapan Pemilu, kampanye sangat strategis bagi para 

kandidat yang berkontestasi. Pada masa kampanye, para kandidat tidak 
hanya berinteraksi lebih erat dengan masyarakat, namun juga berhadapan 
dengan kandidat lain yang menjadi pesaingnya. Sebab itu, tidak sedikit 
para kandidat menggunakan berbagai daya dan upaya mereka guna 
memanfaatkan masa kampanye ini. Pada masa yang demikian strategis 
itu pula, dimensi kekerasan yang menjadi fokus diskusi ini pun menjadi 
sangat rentan terjadi. Posisi perempuan yang sejatinya belum ideal dalam 
politik tidak elak akan memperberat dampak yang dialami atas berbagai 
bentuk kekerasan dalam pemilu. 

Meskipun begitu, kampanye bukanlah satu-satunya tahapan yang 
rawan kekerasan. Pada bagian selanjutnya akan didiskusikan bagaimana 
bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat 
terjadi pada berbagai tahapan pemilu. Bentuk dan motif kekerasan pun 
beragam. Namun secara umum berdampak sama pada pelemahan posisi 
dan kedudukan perempuan. Demikian tentu akan menjauhkan Pemilu 
dari tujuan yang diharapkan. 
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A. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender 
Terhadap Perempuan dalam Pemilu

Sebelum mendiskusikan lebih lanjut terkait bentuk dan dampak yang 
dialami perempuan akibat kekerasan yang terjadi dalam konteks pemilu, 
diperlukan uraian lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan keke-
rasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Uraian terkait 
dengan definisi ini selanjutnya akan membantu dalam mendapatkan 
pema haman yang lebih terang terkait perbedaan bentuk kekerasan ini 
diban  ding kan dengan kekerasan lain yang mungkin terjadi dalam pemilu. 
Sehingga semakin signifikan pula setiap usaha untuk mengantisipasi dan 
menanganinya.

Jika ditelaah lebih luas dalam berbagai laporan dari lembaga internasional, 
kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu didefinisikan 
dengan narasi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam 
melihat aspek yang mereka tekankan dalam upaya mengenali bentuk-bentuk 
kekerasan yang terjadi. Setiap lembaga membawa sudut pandang unik 
mengenai isu tersebut yang tercemin dalam berbagai laporan, panduan, 
dan deklarasi yang mereka publi kasikan. 

Tabel 1 dibawah ini akan memperlihatkan lebih jauh beberapa definisi 
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dari berbagai lembaga yang memberikan perhatiannya pada diskusi 
kekerasan berbasis gender dalam Pemilu.

Tabel 1: Definisi Kekerasan berbasis gender dalam Pemilu
Nama 
Lembaga Definisi

National 
Democratic 
Institute 
(NDI)

Violence Against Women in Elections (VAW-E) merupakan 
segala tindakan kekerasan dan ancaman yang ditujukan pada 
perempuan karena aspirasi mereka untuk mendapatkan 
jabatan politik dan terlibat dalam aktivitas politik (sebagai 
pemilih, kandidat, pejabat, administrator atau pengamat) 
yang bertujuan untuk merugikan perempuan. Kekerasan 
ini berdampak buruk terhadap terhadap pembangunan 
demokrasi yang berkelanjutan.

United 
Nations 
Development 
Programme 
(UNDP)
 

Violence Against Women in Elections (VAW-E) merupakan 
bagian dari kekerasan terhadap perempuan dalam politik 
yang mencakup segala tindakan merugikan dan kekerasan 
yang bertujuan untuk membatasi dan melemahkan 
partisipasi perempuan dalam politik karena status mereka 
yang dianggap inferior. Kekerasan hadir dengan berbagai 
cara, mulai dari pelecehan verbal -mayoritas secara online, 
diskriminasi, hingga pembunuhan atau femisida.

International 
Foundation 
for Electoral 
Systems 
(IFES)

Violence Against Women in Elections or Politics (VAW-E/P) 
merupakan jenis kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan 
proses Pemilu, kompetisi politik dan tata kelola pemerintahan 
sebagai bentuk manifestasi dari ketimpangan gender dalam 
masyarakat. Kekerasan mencakup pelecehan, intimidasi, 
ke kerasan fisik, ancaman, dan tekanan keuangan yang terjadi 
di ruang pribadi atau ruang publik. Tindakan ini bertujuan 
untuk mengganggu peran Perempuan sebagai pemangku 
kepentingan Pemilu (pemilih, media, aktor politik, aktor 
negara, pemimpin masyarakat, atau pejabat Pemilu).

Office for 
Democratic 
Institutions 
and Human 
Rights 
(ODIHR)

Violence Against Women in Elections or Politics (VAW-
E/P) adalah setiap kekerasan yang menghalangi Perempuan 
meng gunakan hak mereka untuk berpartisipasi secara setara 
dalam urusan politik untuk memilih, mencalonkan diri, 
berkampanye secara bebas, dipilih, berserikat, berkumpul, atau 
secara bebas berbicara dan memberikan pendapat. Kekerasan 
terhadap perempuan dalam politik merupakan bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan masyarakat, 
melemahkan proses demokrasi, perdamaian dan keamanan.
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Nama 
Lembaga Definisi

The Armed 
Conflict 
Location & 
Event Data 
Project 
(ACLED)

Political Violence Targeting Women (PVTW) merupakan 
kekerasan politik yang membuat perempuan dan anak 
menjadi korban utama. Perempuan yang menjadi korban 
politik adalah perempuan yang menjadi anggota parlemen, 
perempuan yang menjadi pendukung partai, aktivis 
politik, dan pemilih perem puan. Kekerasan politik ini 
dapat berbentuk kekerasan seksual, kekerasan non-seksual, 
pemaksaan untuk tidak muncul di hadapan publik, dan 
kekerasan massa yang terorganisir. 

Westminister 
Foundation 
For 
Democracy 

Violence Against Women in Politics (VAW-P) adalah bentuk 
agresi, pemaksaan dan intimidasi terhadap perempuan sebagai 
aktor politik hanya karena mereka perempuan. Berbagai 
bentuk kekerasan perempuan dalam politik berdampak pada 
tersing kirnya perempuan pada segala aktivitas politik. 

UN Women Violence Against Women in Politics (VAW-P) adalah segala 
bentuk kekerasan yang menyerang perempuan dalam ranah 
politik, termasuk Pemilu. Bentuk kekerasan ini berupa meng-
ha langi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam 
berpolitik seperti: memiliki jabatan publik, berkampanye 
secara bebas, berserikat dan berkumpul, dan bebas untuk 
berpendapat. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh 
keluarga, masyarakat, dan/atau Negara. Kerugian yang akan 
dialami perempuan pasca mendapatkan kekerasan ini dapat 
berdampak pada fisik, psikologis, dan seksual. 

Dalam keragaman penekanan dan definisi terkait dengan kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan, Komnas Perempuan berdasarkan 
analisa, pemantauan, dan pengaduan yang diterima, mendefinisikan 
kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu sebagai, 

Segala bentuk kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia 
perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara 
tidak proporsional karena partisipasi dan/atau aspirasi mereka untuk 
mendapatkan jabatan politik dan/atau terlibat dalam aktivitas politik 
dalam penyelenggaraan Pemilu. Kekerasan ditujukan untuk membatasi, 
menghalangi dan melemahkan perempuan sehingga tidak setara 
dalam memilih, dipilih, mencalonkan diri, berkampanye, berserikat, 
berkumpul, berekspresi atau berpendapat atas dirinya sendiri.

“
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 Dalam pengertian ini, Komnas Perempuan pun mengidentifikasi 
aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam mengenali 
bentuk-bentuk kekerasan, yaitu: 

1. Kekerasan ditujukan kepada perempuan karena ia (korban) adalah 
perempuan. Kekerasan ini mempengaruhi perempuan secara 
tidak proporsional, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun 
perampasan kebebasan dasar lainnya.

2. Kekerasan ini merupakan bentuk subordinasi perempuan dalam 
partisipasi dan/atau aspirasi mereka untuk mendapatkan jabatan 
politik dan/atau terlibat dalam aktivitas politik dalam penyeleng-
garaan Pemilu. 

3. Ragam bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan 
dalam Pemilu, dapat terjadi pada ranahnya personal, publik atau-
pun negara. Demikian berarti dapat dilakukan oleh masyarat 
umum, keluarga korban, partai politik, lawan politik, pendukung/
simpatisan, maupun penyelenggara Pemilu.

4. Kekerasan bertujuan untuk membatasi, menghalangi atau mele-
mahkan perempuan yang berkonsekuensi lanjut pada semakin 
lebarnya rentang ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

 
B. Bentuk kekerasan Berbasis Gender terhadap 

Perempuan dalam Pemilu

Berdasarkan tinjauan dari berbagai literatur, kekerasan berbasis gender 
terhadap perempuan dalam Pemilu berkaitan erat dengan ragam bentuk 
keke rasan yang acap menyerang perempuan. Seperti yang disebutkan sebelum-
nya kekerasan ini terjadi di berbagai ranah, baik personal, publik, mau pun 
negara. Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud tampak sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik seperti menampar, mencekik, memukul, dan lainnya 
yang bertujuan untuk menghalangi, merintangi atau mengurangi 
martabat perempuan dalam Pemilu

2. Pelecehan (harassment); termasuk didalamnya segala tindakan yang 
tidak pantas, menurunkan moral dan mempermalukan korban. 

3. Fitnah dan hasutan untuk melakukan kekerasan
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4. Penyerangan karakter dan penghinaan gender
5. Pemerkosaan pada calon kandidat perempuan peserta Pemilu
6. Pemerasan bernuansa seksual 
7. Pengekangan, pembatasan gerak, penculikan, termasuk di dalamnya 

penahanan dengan semewenang-wenang, terhadap perempuan.
8. Rayuan, komentar, dan ujaran seksual yang tidak diinginkan 

(sexist remarks)
9. Intimidasi dan ancaman
10. Penghilangan mata pencarian dan pemindahan tempat tinggal 
11. Pengawasan yang bias gender, baik oleh publik ataupun media 

(gender-biased scrutiny by the public and the media) 
12. Dipaksa mengundurkan diri (forced resignations) 
13. Kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti postingan dokumen 

rekayasa bernuansa seksual
14. Pembunuhan politisi perempuan (assassinations of women politicians/

Femisida)

C. Laporan ke Komnas Perempuan terkait 
Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mendokumentasikan 
beberapa bentuk pelanggaran dan kekerasan yang dialami perempuan 
dalam politik dan Pemilu. Pendokumentasian dalam CATAHU ini sekaligus 
menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan 
dalam politik, dan juga Pemilu, di Indonesia telah terjadi pada jauh pada 
tahun dan Pemilu terdahulu. Bentuk kekerasan tersebut adalah:

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Tindakan Khusus 
Sementara 

CATAHU mencatat bahwa Pemilu 2009 menjadi tonggak sejarah 
bagi pengerdilan akses perempuan di bidang politik, khususnya 
hak untuk dipilih. Gerakan perempuan telah mampu memastikan 
tersedianya kebijakan tindakan khusus sementara bagi perempuan 
melalui kuota 30% keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan 
secara tegas dijamin pada Pasal 52 (2) UU No. 10 tahun 2008 tentang 
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Pemilu DPR, DPRD, dan DPD dan menggunakan sistem zipper atau 
selang-seling yang gagasannya tertuang pada pasal 214, a, b, c, d, dan 
e UU Pemilu 2008. Kedua pasal tersebut di uji materiil ke Mahkamah 
Konstitusi (MK) pada akhir 2008 dengan alasan melanggar hak 
konstitusional warga negara laki-laki yang menjadi calon anggota 
legislatif. 

Hakim Konstitusi dalam keputusannya memutuskan bahwa pasal 
55 ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan masih 
mengikat. Namun, Hakim Konstitusi juga memutuskan bahwa pasal 
214 huruf a, b, c, d dan e, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
dengan pertimbangan bahwa dengan sistem proposional terbuka sistem 
zipper “menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam 
artinya yang substantif karena seharusnya rakyat dapat bebas memilih 
dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, yaitu calon mereka 
yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak”. 

Keputusan ini tidaklah bulat. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati 
memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Dalam pan-
dangannya Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e, adalah tidak bertentangan 
dengan konstitusi karena menjadi satu kesatuan dengan pasal 52 (2) 
dan 53 dalam upaya mewujudkan tindakan afirmatif bagi keterwakilan 
perempuan: “… yang merupakan desain “dari hulu ke hilir”, dalam 
arti mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal 
partai untuk pencalonan dan penempatan dalam daftar calon, serta 
mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih 
calon anggota dewan (DPR dan DPRD) melalui perjuangan di daerah 
pemilihan yang bersangkutan; penetapan calon terpilih seperti diatur 
dalam Pasal 214 merupakan juga tindakan afirmatif dalam rangka 
memberikan peluang keterpilihan lebih besar bagi calon perempuan. 
Oleh karena itu, penetapan penggantian dengan “suara terbanyak” 
akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut”.

Menanggapi keputusan tersebut, Komnas Perempuan pada 14 
Januari 2009 berkirim surat kepada Presiden dan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam 
pembuatan langkah khusus guna memastikan penerapan yang kon-
sisten dan efektif dari keputusan MK terkait tindakan afirmatif bagi 
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keterwakilan perempuan di dalam politik. Diantaranya dengan sistem 
zipper dalam penetapan calon terpilih. 

Dalam sistem ini, jika satu parpol di satu dapil memperoleh 3 
kursi, maka minimal satu kursi itu diberikan kepada calon legislatif 
(caleg) perempuan, meski dia kalah suara dari Caleg laki-laki. Namun 
reko men dasi ini tidak berhasil. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 
yang diharapkan mengakomodir tindakan khusus sementara buat 
calon legislatif perempuan ternyata juga tidak mengakomodir system 
zipper untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam parlemen. 
(CATAHU 2010).

2. Penolakan Kepemimpinan Perempuan
Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan menimpa terhadap 

Camat Perempuan di Banda Aceh (2010). Sebelum menjadi camat, ia 
adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa. Dari sisi pendidikan dan 
pengalaman telah memenuhi kualifikasi untuk menjabat camat. Proses 
penunjukkannya pun transparan dan akuntabel. Namun dengan dalih 
ketentuan syariah yang melarang perempuan menjadi pe mimpin, Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireun mendesak Bupati untuk 
mencopot korban dari posisinya sebagai Camat Plimbang Bireun. 

Kasus ini merupakan bagian dari persoalan yang mengatasnamakan 
agama untuk menerbitkan kebijakan maupun untuk mengambil 
tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Persoalan kebijakan 
diskriminatif ini semakin rumit dalam konteks Aceh yang selalu 
beralasan kewenangan khusus yang melekat pada pemerintahan Aceh 
untuk melaksanakan Syariat Islam. Padahal di dalam UU Pemerintahan 
Aceh telah dinyatakan secara tegas bahwa penyelenggaraan pemerintah 
harus tetap tunduk pada landasan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu 
Undang Undang Dasar 1945 (CATAHU 2010).

Penolakan serupa terjadi pada tingkat yang paling rendah. Seorang 
Perempuan terpilih menjadi Ketua RT untuk periode 2021-2026 di 
sebuah Desa di Serang, Banten. Keterpilihannya dianulir secara sepihak 
dan diskriminatif oleh pengurus RT periode sebelumnya, Ketua RW 
dan Badan Pengawas Desa. Hasil pemilihan ditolak karena alasan 
perempuan. Anggapannya Ketua RT dipandang harus laki-laki selaku 
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pemimpin keluarga. Pemimpin perempuan akan menghambat dan 
tidak mampu menangani masalah-masalah warga RT. Karena tindakan 
diskriminatif dan bias gender tersebut, ia melaporkan ke Ketua RW 
dan Badan Pengawas Desa namun keduanya bersepakat bahwa Ketua 
RT tidak boleh berjenis kelamin perempuan. (CATAHU 2022).

3. Pemecatan Caleg Terpilih
Seorang Perempuan, Calon Legislatif Terpilih DPRD Sulawesi 

Selatan dipecat oleh Partai Gerindra, partai yang mengusungnya, sehari 
sebelum pelantikan. KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetap-
kan perolehan suaranya sebesar 10.057 suara yang menunjukkan ia 
adalah calon legislatif terpilih dan pelantikan akan dilakukan pada 24 
September 2019. Sehari sebelum pelantikan, ia menerima salinan surat 
pemecatan dirinya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Saat 
pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namanya sudah 
tidak lagi tercantum. Padahal, ia tidak pernah melakukan kesalahan 
dan melanggar kode etik dan prinsip Partai Gerindra. 

Komnas Perempuan memberikan surat rekomendasi kepada 
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk: (a) 
Melakukan investigasi atas keputusan pemecatan yang dijatuhkan dari 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dengan melibatkan pengadu 
secara penuh dalam seluruh proses investigasi tersebut; (b) Memberikan 
hak jawab jika terdapat alasan yang mendasari keputusan pemecatan 
tersebut; (c) Memenuhi hak politik sebagai calon anggota legislatif 
yang memenuhi syarat dengan perolehan suara terbanyak di daerah 
pemilihannya; dan (d) Memastikan Partai Gerakan Indonesia Raya 
menghormati dan memenuhi hak politik perempuan sehingga tindakan 
serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Komnas Perempuan 
juga mendukung pengadu dalam melakukan klaim keadilan melalui 
mekanisme hukum yang tersedia. (CATAHU, 2021).

4. Intimidasi terhadap Caleg Perempuan
CATAHU mencatat sejumlah Caleg perempuan mendapatkan teror 

dan intimidasi atas keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Bakal 
Caleg perempuan dari partai lokal di Aceh yaitu PNA mendapat teror dan 
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ancaman berupa ancaman agar bakal Caleg perempuan tak mendaftar 
sebagai Caleg PNA. Bahkan, seorang bakal Caleg PNA dari Aceh Besar, 
mengaku diancam akan tembak. Berbagai intimidasi dan teror ini 
meresahkan para Caleg perempuan di Aceh. Sebagai wujud solidaritas 
antar sesama Caleg perempuan lintas partai, pada 12 Maret 2014 mereka 
melakukan aksi long march di Banda Aceh dengan tuntutan Pemilu 2014 
bebas dari intimidasi, khususnya intimidasi terhadap Caleg perempuan. 

Tidak hanya di Aceh, berdasarkan temuan Komnas Perempuan di 
Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat intimidasi yang serupa. Seorang 
Caleg perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menerima 
intimidasi pada tengah malam hari dengan pengepungan rumahnya 
oleh orang-orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda 
motor. Intimidasi ini terjadi di saat suaminya sedang dinas malam 
yang menyebabkan ia dan anak anak ketakutan dan kekhawatiran 
akan terulangnya intimidasi. Maka kemudian setiap suaminya dinas 
malam, maka dia dan anak-anaknya memilih untuk menginap di 
sekretariat kantor PKS Kupang. 

Kasus lainnya juga dialami oleh D seorang Caleg DPRD dari Nasdem 
(Nasional Demorat). Setiap keluar rumah untuk melakukan sosialisasi 
dan kampanye di daerah pemilihan, mobil yang digunakannya sering-
kali dibuntuti oleh orang-orang yang tidak kenal. 

5. Pencurian dan Pengalihan Suara Caleg Perempuan di Papua
Pada 18 Juni 2014 Komnas Perempuan menerima pengaduan dari 

seorang Caleg DPD RI Dapil Papua Barat. Ia mengadukan kehilangan 
suara secara signifikan di wilayah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten 
Sorong Selatan. Suaranya diduga diberikan kepada Caleg laki-laki 
yang se-dapil dengannya. Perwakilan perempuan dari 28 Kabupaten 
di Papua juga mengadukan permasalahan yang mereka alami saat 
mengikuti Pemilihan Legislatif 2014. 

Caleg Perempuan Papua yang mendapat perolehan suara yang 
tinggi, meski suara mereka belum mencukupi satu kursi, mereka 
tidak rela dengan sikap partai yang memberikan suara perempuan 
Caleg Papua kepada laki-laki atau perempuan non-Papua agar mereka 
mendapatkan kursi dari daerah pemilihannya. Akibatnya terdapat 
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beberapa kabupaten yang tidak memiliki Caleg perempuan Papua untuk 
manjadi anggota legislatif. Padahal, menurut Otonomi Khusus (Otsus) 
mestinya perempuan Papua mendapatkan tindakan afirmatif untuk 
legislatif di tingkat daerah maupun nasional. Seharusnya perolehan 
suara perempuan Papua yang belum memenuhi batas tersebut diberikan 
pada Caleg perempuan Papua lainnya agar memenuhi suara untuk 
mendapatkan kursi di di dapilnya. (CATAHU, 2015).

6. Diskriminasi terhadap Perempuan Papua dalam Seleksi Penye­
lenggara Pemilu

Diskriminasi terhadap perempuan Papua terjadi pula pada seleksi 
beberapa lembaga publik lainnya, misalnya Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD). Tim seleksi misalkan mengatakan: 

“Perempuan Papua tidak pantas untuk menjalankan tugas itu, karena 
terlalu berat.”
“Apa yang mereka maksudkan dengan ‘terlalu berat’? demikian 
pertanyaan yang diungkapkan oleh seorang perempuan Papua kepada 
Komnas Perempuan saat berkunjung ke Boven Digul yang pernah 
mencalonkan diri menjadi anggota KPUD namun kalah. Pernyataan 
tersebut dirasakan sebagai bentuk perendahan terhadap kapasitas 
Perempuan Papua. (CATAHU 2015).

7. Ujaran Kebencian Perkosaan dengan Unsur SARA 
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Kelompok Perempuan Indonesia Anti-

Kekerasan melaporkan unggahan dari seorang pengguna media sosial 
yang dinilai menghasut publik untuk melakukan tindakan kekerasan 
terhadap perempuan, khususnya perkosaan. Teror verbal tersebut ber-
nada ancaman terhadap kelompok perempuan yang mendukung salah 
satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Laporan tersebut dilakukan karena 
dikhawatirkan terjadinya kembali peristiwa kelam politik Indonesia 
ketika Mei 1998. Ujaran-ujaran kebencian tersebut dianggap telah 
mengarah pada permerkosaan perempuan etnis Tionghoa. 

Unggahan tersebut berasal dari salah seorang pengguna media 
sosial yang menyatakan “Halal perempuan (yang mendukung Ahok, 
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calon pada Pilkada) diperkosa beramai-ramai”. Unggahan ini dianggap 
sebagai ujaran kebencian yang mengarah pada tubuh perempuan dan 
menghasut orang lain untuk melakukan perkosaan. “Intinya yang 
dukung Ahok itu goblok dan enggak bermoral. Halal darahnya dibunuh 
dan halal juga kalau wanita diperkosa rame-rame”. Kalimat terakhir 
itulah yang dianggap mengancam kaum perempuan. (CATAHU 2018).

8. Penyerangan Seksual terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan 
pada Pilkada 2020 

Serangan seksual menimpa Calon Wakil Walikota Depok, Calon 
Wakil Walikota Makassar dan Calon Wakil Walikota Tangerang 
Selatan. Calon Wakil Walikota Depok pada 2020 mengalami pelecehan 
seksual verbal dari sesama kandidat. Pelecehan terjadi di Rumah Sakit 
Hasan Sadi kin Bandung, saat pembagian kamar untuk pemeriksaan 
kesehatan para kandidat. Lawannya melontarkan ujaran, “sekamar 
sama saya saja bu X.” 

Calon Wakil Walikota Makassar mengalami pelecehan seksual secara 
verbal di media WhatsApp dalam bentuk komentar negatif dan tidak 
senonoh. Pelakunya adalah salah seorang pendukung kandidat lain saat 
debat publik putaran kedua Pilkada Makassar. Calon Wakil Walikota 
Tangerang juga mengalami pelecehan seksual secara verbal di media 
Twitter. Pelakunya adalah elit Partai Demokrat, melalui cuitannya “Paha 
calon Wakil Walikota Tangsel itu mulus banget.” (CATAHU, 2021)

 
D. Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Terhadap 

Perempuan dalam Pemilu

Pada dominasi maskulinitas tersebut, kekerasan dilangsungkan sebagai 
mekanisme mempertahankan kontrolnya. Dalam laporan UN Women 
(2018) disebutkan perlakuan kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu 
merupakan reaksi atas ketersinggungan maskulinitas terhadap perempuan 
yang telah dianggap menyimpang dari peran gender tradisional. Perempuan 
telah dianggap mengancam struktur kekuasaan yang didominasi laki-
laki. Dalam kontrol maskulinitas tersebut, pelaku kekerasan berpotensi 
dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan yang telah disebutkan. 
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Berbagai riset pun menunjukkan beberapa negara memiliki pengalaman 
kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Demikian 
terjadi dalam berbagai tingkat dan skala, di antaranya adalah:

1. Afganistan: Pemungutan suara perempuan dikontrol dan didikte 
oleh suami, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Jika tidak mela-
kukan yang diperintahkan, mereka akan mengalami kekerasan, 
perce raian hingga pembunuhan (Coburn & Wafaey, 2019; TWCPP, 
2016)

2. Afghanistan: Petugas Pemilu tidak memperbolehkan perempuan 
di Afghanistan untuk memberikan suara dalam Pemilu (Coburn 
& Wafaey, 2019)

3. Paraguay: Perempuan anggota partai harus mengundurkan diri 
karena terus menerima hinaan dari sesama anggota partai. Ia 
terus mendapat kecaman dan dilarang menjadi kandidat (UN 
Women, 2018);

4. Tanzania: Media massa menyiarkan dan menerbitkan konten yang 
mencemarkan nama baik perempuan kandidat dengan tujuan 
merusak reputasinya (OSCE, 2021).

Melalui laporan dan riset tersebut, diidentifikasi bahwa aktor atau 
pelaku kekerasan dapat terjadi pada berbagai wilayah. Namun setidaknya 
terdapat tiga wilayah potensial terjadinya kekerasan, meliputi wilayah 
politik, sosial, dan negara. Pada tiga wilayah ini, selanjutnya upaya preventif 
mesti diarahkan dan aktor-aktor tersebut tampak pada tabel 2 berikut.

 
Tabel 2: Identifikasi aktor atau pelaku kekerasan di wilayah politik, sosial 
dan negara.

Wilayah Identifikasi Aktor (diantaranya/
tidak terbatas pada)

Politik Individu atau kelompok yang 
memiliki peran atau keterlibatan 
dalam dunia politik dan berpartisipasi 
dalam tindakan kekerasan terhadap 
perempuan atau da lam menciptakan 
lingkungan politik yang memfasilitasi 
atau memungkinkan terja dinya 
kekerasan dalam Pemilu

• Pimpinan dan 
anggota Partai Politik

• Kandidat/calon 
kontestan lain dalam 
Pemilu

• Juru kampanye
• Simpatisan/militansi 

Partai
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Sosial Individu atau kelompok yang memiliki 
peran, posisi, atau pengaruh -baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung- atas kekerasan. Individu 
atau kelompok ini memiliki otoritas 
membentuk nilai, norma, dan struktur 
sosial.

• Keluarga atau mitra 
intim kandidat 
perempuan

• Tokoh agama
• Media massa

Negara Mengacu pada berbagai lembaga dan 
entitas yang terkait dengan pelaksanaan 
hukum/kebijakan serta menjaga 
ketertiban di dalam suatu negara. 
Demikian mencakup aparat formal 
keamanan maupun pejabat negara.

• Petugas dan pelaksana 
Pemilu

• Polisi dan aparat 
keamanan

• Tentara dan aparat 
bersenjata lainnya.

E. Korban dan Dampak yang Dialami Korban 
Akibat Kekerasan Berbasis Gender Terhadap 
Perempuan dalam Pemilu

Sebelum mengenali lebih jauh dampak yang diterima perempuan 
korban atas kekerasan yang mereka alami akibat keterlibatannya dalam 
politik ataupun pemilu, perlu pula dijelaskan terlebih dahulu bahwa 
perempuan korban yang menjadi sasaran kekerasan dapat ditemukan 
pada berbagai sisi pelaksanaan Pemilu. Aktivitas yang mereka jalani pun 
tidak sebatas untuk kepentingan pribadi, sebagai kandidat misalnya. 
Tapi juga para perempuan yang aktif memperjuangkan demokrasi, 
dimana Pemilu adalah salah satu arenanya. Para perempuan tersebut 
di antaranya adalah:

1. Politisi dan kandidat perempuan dalam Pemilu
2. Perempuan yang mendukung atau juru kampanye kandidat tertentu 

dalam Pemilu
3. Perempuan Pembela HAM
4. Perempuan tenaga adminstrasi dalam pelaksanaan Pemilu
5. Jurnalis perempuan yang meliput pelaksanaan Pemilu
6. Perempuan yang tengah menjabat sebagai Pejabat Publik.
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Setiap perempuan korban mengalami dampak yang beragam akibat 
kekerasan yang mereka alami. Secara umum kekerasan berbasis gender 
terhadap perempuan dalam Pemilu akan berdampak pada aspek sosial-
ekonomi bagi perempuan korban. Bagi perempuan kandidat misalnya, 
kekerasan yang mereka alami akan merusak nama baiknya sebagai seorang 
kontestan. Selain itu kekerasan yang dialami akan mendiskreditkan dan 
berpotensi menggerus raupan suara yang mungkin diraih. 

Selain itu, yang tidak boleh dilupakan adalah kekerasan berbasis 
gender dalam Pemilu ini jarang dilaporkan. Minimnya laporan yang 
disampaikan, baik kepada aparat penegak hukum, lembaga HAM terkait 
maupun organisasi penyedia layanan, dikarenakan daya ekstra yang perlu 
dikeluarkan para kandidat pada rentang Pemilu yang sempit. Kekerasan 
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yang korban alami niscaya akan merusak konsentrasinya dalam Pemilu 
dan keterpilihannya pun menjadi demikian rentan.

Secara khusus, dampak kekerasan berbasis gender dalam Pemilu juga 
akan mempengaruhi psikis, fisik, dan. aktivitas politik korban. Dampak-
dampak terang sebagai berikut:

1. Psikis: Kekerasan yang terjadi dalam bentuk intimidasi, ancaman, 
penguntitan dan pelecehan seksual akan membuat korban tak 
nyaman, kekhawatiran, bahkan trauma yang akan menurunkan 
kualitas hidup korban (TWCPP, 2016). Perempuan korban yang 
menjadi kandidat juga mengalami stres berlapis dalam kontestasi 
elektoral. Pengungkapan kasus juga tidak selalu menjadi pilihan 
utama bagi korban di tengah kekhawatiran kasus yang ia alami akan 
diketahui publik dan beresiko untuk pemilihannya. Kekhawatiran 
akan semakin pekat jika kontestasi elektoral demikian sengit. 

2. Fisik: Ini niscaya terjadi pada kekerasan yang mengarah dan 
beresiko pada fisik korban. Dalam berbagai laporan disebutkan, 
kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu telah 
mengakibatkan cidera fisik (Bjarnegard, et al., 2020), Penculikan 
korban hingga menghilangkan nyawa korban (Acled, 2021).

3. Politik: Dalam berbagai laporan ditunjukkan bahwa kekerasan ber-
basis gender terhadap perempuan dalam Pemilu akan berdampak 
lanjut pada aktivitas politik perempuan secara umum. Dampak-
dampak berlanjut tersebut adalah:
a. Berkurangnya jumlah perempuan yang ikut serta dalam pemilu 

dan mencalonkan diri untuk jabatan politik;
b. Terbatasnya visibilitas perempuan dalam partai politik;
c. Berkurangnya jumlah perempuan terpilih;
d. Kesulitan dalam merekrut staf pemilu atau pemungutan suara 

perempuan;
e. Berkurangnya jumlah perempuan yang terdaftar sebagai pemilih 

dibandingkan laki-laki;
f. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi dan pejabat 

perempuan; 
g. Menguatnya doktrin buruk mengenai kandidat perempuan 

yang tidak kompeten untuk menjabat pada jabatan publik;
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h. Pemecatan politisi perempuan;
i. Sulitnya pejabat dan politisi perempuan untuk mendapatkan 

jenjang karier yang lebih tinggi;
j. Sulitnya kandidat perempuan untuk dikenal oleh para pemilih 
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Dampak lain juga ditemukan pada kasus-kasus tertentu. Kekerasan 
yang dialami perempuan jurnalis dalam peliputan Pemilu misalnya, tentu 
akan menggerus kenyamanan perempuan dalam menjalankan profesinya. 
Akibat lanjut yang dapat terjadi dalam hal ini adalah menurunnya kualitas 
liputan yang dapat dihasilkan, hingga tidak tersebarnya informasi yang 
jernih dalam penyelenggaraan Pemilu. 

 
F. Potensi Kekerasan dan Pelanggaran Hak 

Perempuan dalam Pemilu Indonesia

Setelah mengenali bentuk, aktor, dan dampak yang ditimbulkan dari 
kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Bagian ini 
akan mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan potensi kekerasan dan 
pelanggaran yang terjadi dalam konteks Indonesia. Secara umum, potensi 
ini akan dibagi menjadi tiga dimensi, meliputi dimensi struktural, dimensi 
sosial, dan narasi tekstual yang jamak ditemukan pada masa kampanye. 
Ketiga potensi ini patut dikenali untuk pembahasan selanjutnya terkait 
dengan upaya yang diperlukan dalam pemajuan hak prempuan dalam 
Sistem Pemilu Indonesia. Masing-masing dimensi tersebut dijelaskan 
sebagai berikut:

1. Potensi kekerasan berdimensi struktural 
Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada dimensi 

struktural mencakup aspek kebijakan, baik dari pemerintah, organisasi 
ataupun partai hingga nilai sosial seperti pandangan keagamaan. 
Kekerasan berdimensi struktural ini menjelma sebagai mekanisme yang 
menyulitkan, menghambat, dan membatasi gerak perempuan dalam 
politik dan juga Pemilu. Hambatan tersebut tampak sebagai berikut:

a. Masih jamak ditemukan pandangan keagamaan yang menem-
patkan perempuan dalam posisi subordinat. Sebagain pemuka 
agama pun masih menginterpretasikan pesan-pesan keaga-
maan yang menempatkan perempuan sebagai subjek kedua 
dibandingkan laki-laki. Demikian menyulitkan kandidat 
perempuan untuk berkontestasi secara seimbang dalam pe-
nyeleng garaan Pemilu. 
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b. Biaya politik yang demikian tinggi turut menghambat keter-
libatan perempuan dalam Pemilu. Tidak dipungkiri, kontestasi 
politik mem  butuhkan sumber daya. Selain kapasitas diri, para 
kontestan memer lukan daya keuangan, waktu, dan tenaga 
pendukung lainnya. Perempuan kandidat Pemilu cenderung 
mendapatkan beban yang lebih besar dalam hal ini. Dalam 
rumah tangga patriarki, perempuan mendapatkan beban 
berlapis, ia memikul tanggung jawab pekerjaan domestik 
dan juga aktivitas lain yang diperlukan untuk meningkatkan 
kapasitas maupun daya yang diperlukan dalam kontestasi 
tersebut. Dalam struktur patriarkhis ini, persaingan dengan 
kandidat laki-laki nyata tidak setara. 

c. Jamak partai politik tidak memiliki desain yang sistematis, 
terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung keterpilihan 
perem puan dalam Pemilu. Partai mencalonkan perempuan 
sebatas memenuhi sya rat administratif Pemilu. Partai tidak 
mempertimbangan dengan seksama penempatan perempuan 
dalam dapil yang dipilih karena merupa kan basis partai atau 
daerah asal/domisili Caleg perempuan yang bersangkutan. Di 
sisi lain, tidak sedikit perempuan Caleg yang dicalonkan dalam 
Pemilu, hanya berfungsi sebagai pendulang suara (vote-getter) 
bagi partai. 

Demikian tampak pada Pemilu DPR RI 2014 lalu. Saat itu, 
suara yang diraih Caleg perempuan sebesar 23,31%. Namun 
kursi perempuan terpilih di DPR RI hanya 17,3% (Puskapol 
UI 2014). Besarnya selisih suara dengan kursi yang didapat 
perempuan tersebut disebabkan dalam perhitung an konversi 
suara menjadi kursi, sisa suara tidak cukup untuk merebut kursi 
yang belum terisi. Kebanyakan calon perempuan tersingkir 
akibat sisa suara tidak cukup untuk merebut sisa kursi yang 
tersedia. Dalam mekanisme seperti itu, posisi tawar perempuan 
lebih lemah ketika berhadapan dengan para pengambil kepu-
tusan dalam partai yang sebagian besar diisi laki-laki. 

d. Senada dengan sebelumnya, kekerasan berdimensi struktur 
hadir sebagai politik oligarki dalam rekrutmen partai politik. 
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Ini menjadi persoalan serius dalam peningkatan partisipasi 
seluruh perempuan Indonesia. Data Puskopol UI menunjukkan, 
sebagaian perempuan yang menjadi anggota parlemen, baik 
di tingkat pusat maupun daerah, adalah perpanjangan dari 
oligarki partai, seperti istri, anak, atau kerabat dari pengurus 
partai. Demikian tampak pada hasil Pemilu 2014. Proporsi 
perempuan hampir seimbang dengan laki-laki dalam jumlah 
keterpilihan yang berasal dari kalangan kekerabatan elite 
politik. Dari 77 anggota yang teridentifikasi memiliki jaringan 
kekerabatan, 53% adalah laki-laki (41 orang) dan 47% adalah 
perempuan (36 orang).

2. Potensi Kekerasan Berdimensi Sosial 
Sebagai konsekuensi dari masih langgengnya ketimpangan gender di 

tengah masyarakat, perempuan lebih rentan terhadap potensi kekerasan 
berdimensi sosial. Kekerasan yang terkait dengan bagaimana struktur 
dan dinamika sosial berjalan dalam masyarakat dan bertujuan untuk 
menghalangi partisipasi perempuan dalam politik, kekerasan ini dapat 
mengambil berbagai bentuk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Salah satu contoh kasus nyata yang dapat berpotensi terulang yaitu 
yang di alami oleh seorang perempuan calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat DKI Jakarta tahun 2018 yang ditolak oleh warga setempat 
karena ia seorang perempuan ketika sedang ’blusukan’. Para warga 
merasa tidak mempercayainya karena ia belum menikah dan tidak 
berpakaian sesuai kaidah agama dan menyuruhnya untuk melakukan 
kedua hal tersebut dahulu sebelum menjadi politisi (Kompas, 2022). 
Di satu sisi perempuan dianggap tidak bisa diandal kan karena ia 
belum menjalani peran gendernya yaitu menikah dan memiliki anak. 

Namun sebaliknya, penelitian (Aspinal et al, 2021) memperlihatkan 
bahwa kebanyakan masyarakat merasa perempuan yang telah ber-
keluarga tidak pantas untuk memasuki zona politik. Perempuan 
diharapkan untuk mengerjakan semua peran domestik yang cenderung 
menambah beban ekstra jika mereka ingin terjun ke dunia politik 
(Ara, 2019). Bahkan dalam kondisi suami dan keluarga mendukung 
perempuan dalam dunia politik tidak menghilangkan potensi kekerasan 
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berdimensi sosial yang dirasakan oleh Caleg perempuan yaitu kam-
panye hitam. Misalnya yang dialami oleh seorang Perempuan yang 
difitnah sebagai ’janda tidak kompeten’ yang masih diafiliasikan 
sebagai identitas negatif hanya karena ia mencalonkan diri (Project 
Multatuli, 2023).

Apa yang dialami kedua Caleg diatas merupakan nukilan dari 
fenomena gunung es kekerasan yang dialami perempuan di ranah 
politik. Terlebih-lebih pula dengan gencarnya wacana agama mem per-
kuat pandangan masyarakat yang menilai pemimpin adalah laki-laki. 

3. Potensi Kekerasan Akibat Narasi/Tekstual Bias Gender
Potensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam 

Pemilu juga dapat timbul akibat narasi dan tulisan yang bias gender. 
Narasi ini bisa disampaikan, baik di media, pada alat peraga kampanye, 
maupun oleh pemuka/tokoh agama. Pada atribut kampanye, tidak 
jarang ditemukan diksi-diksi yang merendahkan perempuan. Begitu 
juga di media massa saat memberitakan aktivitas politik perempuan. 
Masing-masing tampak diuraikan sebagai berikut:

a. Atribut Kampanye
Pada masa kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK) seperti 

baliho yang memuat visi dan misi Caleg menjadi pemandangan 
yang lumrah ditemukan. APK Digunakan sebagai bentuk 
promosi diri. Bentuknya pun beragam. Di era digitalisasi, 
kampanye juga dilakukan melaui poster-poster digital. dengan 
berbagai narasi kontennya telah banyak tersebar dan sema-
kin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Meskipun pe-
masangan APK baik secara luring maupun daring adalah hal 
yang wajar, kegiatan ini tentu tak luput dari peraturan yang 
mengikat. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 
tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur mengenai 
konten materi Pemilu, pemasangan APK secara luring, kegiatan 
kampanye di media sosial, hingga rincian sanksi yang akan 
diberikan jika terdapat pelanggaran dari aturan tersebut (Pasal 
34-35). Namun sayangnya masih ditemukan beberapa narasi 
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APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak 
sedikit pula narasi tersebut merupakan hasil manipulasi foto. 

Gambar 1 Sumber: medcom.id

Seperti yang dialami salah satu Caleg perempuan dari suatu 
partai. Poster yang menjadi APK Caleg tersebut menampilkan 
narasi promosi diri dengan tajuk “MUDA CERDAS AMANAH” 
dan menyisipkan foto Caleg dengan menggunakan kerudung. 
Akan tetapi seorang netizen justru membagikan hasil foto 
yang telah diedit dengan narasi yang sangat kontroversial 
(Medcom.id, 2020). 

Narasi “Poligami Untuk Rakyat! Masa Depan Bangsa 
Indonesia” seolah-olah dibuat oleh Caleg perempuan untuk 
melakukan ajakan berpoligami melalui agenda politik. Kemu-
dian poster hoaks tersebut disiarkan kembali oleh netizen 
melalui media sosial dengan narasi yang kontroversial juga 
oleh netizen dengan kalimat tidak senonoh serta menuduh 
Caleg berpolitik dengan menjual agama. 
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Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang Caleg DPRD 
Kabupaten menjadi korban dari edit foto yang menyelipkan 
narasi kontroversial. Poster Caleg tersebut diselipkan narasi 
“Tusuk ka, kalau mauki enak”. Narasi tersebut menggunakan 
bahasa daerah yang dapat ditafsirkan sebagai kalimat yang 
mengandung narasi seksual. 

Dilansir dari Kominfo.go.id, poster tersebut tidak da-
tang dari Caleg maupun tim kampanye Caleg. Caleg sendiri 
mengung kapkan bahwa poster tersebut telah diedit oleh 
seseorang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari foto 
yang telah diedit ini, Caleg tersebut harus meminta maaf dan 
mengklarifikasi hoaks tersebut yang menjadi kontroversi di 
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media sosial karena poster tersebut telah mencoreng nama 
baik beliau dan partai yang menaunginya. Padahal posisi Caleg 
dalam kasus ini merupakan seorang korban dari anonim yang 
tidak bertanggung jawab.

Kasus edit foto poster Caleg ini cukup banyak tersebar di 
media sosial. Tak jarang juga yang menjadi korban adalah Caleg 
perempuan. Mirisnya narasi promosi Caleg perempuan selalu 
mengarah kepada narasi-narasi seksual. Penyerangan Caleg 
perempuan dengan mengedit poster tersebut dengan narasi 
seksual merupakan pembunuhan karakter Caleg perempuan 
dalam kontestasi Pemilu. Hal ini membuat perempuan seolah-
olah hanya dipandang karena perihal kontroversial. 

Akan tetapi, tak jarang juga Caleg perempuan justru meng gu-
nakan narasi yang kontroversial atas dasar kemauannya sendiri. 
Seperti beberapa Caleg yang menarasikan dirinya “pelakor”. 
Meskipun kata pelakor bermakna “Pengganti Legislatif Kotor”, 
narasi ini menjadi pemikat masyarakat karena pelakor identik 
dengan perempuan dan makna negatif. Ada pula Caleg yang 
dengan terang-terangan menyelipkan kata PSK dalam poster 
kampanyenya meskipun maknanya adalah “Pendukung Sar** 
Kar****” yang artinya adalah pendukung nama Caleg tersebut 
(radarbanten.com, 2023). Lalu ada pula yang menggunakan 
kalimat “Janda Muda” pada poster kampanyenya (harianmuba.
disway.id, 2023). Padahal tidak diketahui secara pasti apakah 
Caleg tersebut benar-benar menyandang status janda. 

Maraknya penggunaan kata bermakna negatif terutama 
yang melekat pada perempuan merupakan bentuk narasi 
kontroversial. Seperti menyelipkan “pelakor” dan “PSK” meski-
pun maknanya bukan menggunakan makna sesungguh nya. 
Terlebih dengan penggunaan kata “Janda” dalam poster yang 
mana status janda masih mendapatkan stigma negatif dan akan 
memunculkan narasi seksual. Narasi tersebut akan merugikan 
Caleg perempuan itu sendiri karena akan menimbulkan berba-
gai macam penafsiran dari masyarakat. 
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Gambar 2 Sumber: radarbanten. Gambar 4 Sumber: rmolsumsel.id

Gambar 3
harianmuba.disway.id

b. Narasi Media Massa 
Media massa mengemban tanggung jawab penting dalam 

memberikan informasi yang akurat dan relevan sebab pengaruh 
besarnya terhadap persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu 
isu. Pada kenyataannya tak jarang media malah menjadi tempat 
dilanggengkannya kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu 
bukan menjadi alat pendobraknya. Diksi seksis dan merendahkan 
seringkali digunakan ketika membicarakan Caleg perempuan. 

Ditemukan bahwa hampir disetiap kanal berita daring yang 
memberitakan mengenai pencalonan perempuan dalam Pemilu 



58

BaB III 

selalu menggunakan kata ”cantik” untuk mendeskripsikan 
mereka. Kata tersebut digunakan dalam situasi dan kondisi 
apapun yang mencerminkan pandangan dangkal, merendahkan 
dan mengecilkan peran dan kontribusi perempuan hanya 
kepada fisiknya saja. Misalnya seperti pemberitaan Beritahu.co 
(2018), mengenai Rucita Permatasari Caleg 2019 yang sedang 
membicarakan harapannya untuk membangun pendidikan 
dan usaha UMKM para perempuan malah terus digambarkan 
dengan kata ”cantik, muda, feminin, dan modis”. 

Ketika Caleg perempuan berhasil memenangkan Pemilu atau 
men capai prestasi tertentu, media tetap menggambarkan mereka 
dengan dengan kata ”cantik” saja. Ini tentu dapat mengisyarat kan 
bahwa keberhasilan mereka lebih terkait dengan penampilan 
fisik dibandingkan kapasitas kepemim pinan mereka. Bahkan 
hingga memberi label kepada Evi Apita Maya sebagai ”si Caleg 
foto kelewat cantik” karena mengaitkan kemenangannya dengan 
foto APK di tahun 2019 (Detik.com, 2023). 

Gambar 5 Sumber: Cakrawala (2019)
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Gambar 6 Sumber: Detik.com (2023)

   
Selain itu, media juga sering menggunakan bahasa yang 

berkonotasi seksual pada judul-judul berita mengenai Caleg 
perempuan. Contohnya Okezone (2019) yang menggunakan 
judul ” Tampilan 5 Caleg Cantik yang Minta Dicoblos, Bikin 
Goyah Iman Nih”. Hal yang sama juga ditemukan ketika Caleg 
perempuan terkena kasus atau kontroversi. Belum lama ini 
terdapat Bacaleg yang menjadi korban KSBE karena video 
privasinya tersebar di media sosial dan membuat ia harus 
mengundurkan diri. Alih-alih menggunakan etika jurnalisme 
dengan benar, Tribunnews (2023) menggunakan frasa ”video 
panas dan cantik” yang berkonotasi seksual dan ”membuat 
malu partai” ketika membicarakan mengenai korban yang 
konten pribadinya disebar. 
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Gambar 7 Sumber: makassar.tribunnews.com (2023)

Narasi seksis dalam liputan berita mengenai perempuan 
dalam Pemilu tentu menimbulkan konsekuensi negatif. Mulai 
dari penggunaan kata ”cantik” atau diksi lain yang berbau 
seksual ketika membahas Caleg perempuan dalam konteks 
apapun mengirimkan pesan keliru bahwa penampilan fisik 
adalah atribut dan modal utama yang harus diperhatikan saat 
menilai perempuan dalam politik. Ini tidak hanya mengabaikan 
kualifikasi namun juga kapasitas, wawasan dan dedikasi mereka 
terhadap tanggungjawab publik yang mereka akan emban. 
Media harus menyadari dampak dari narasi bias gender mereka 
dan menerapkan praktik pemberitaan yang berintegritas untuk 
menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan adil.

c. Tokoh Agama dengan Penyataan Seksis
Peran Perempuan dalam politik dan kepimpinan merupakan 

topik yang selalu menjadi perdebatan di Indonesia. Banyak 
tokoh agama yang menggunakan dalil agama untuk membatasi 
ruang gerak perempuan dalam politik, Salah satunya dengan 
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memakai dalil kitab suci dengan tidak bertanggung jawab yang 
berdampak pada terbatasnya ruang kerja dan partisipasi politik 
perempuan. Ayat tersebut ditafsirkan oleh sebagian tokoh agama 
salah satunya Oki Setiana Dewi yaitu tempat perempuan yang 
paling baik adalah di rumah untuk merawat keluarga. 

Pernyataan ini mencerminkan pandangan tradisional ten-
tang peran perempuan dalam masyarakat, di mana perem-
puan dianggap sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga. 
Memang ia mengatakan bahwa perempuan tetap boleh keluar 
rumah namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Keten-
tuan ter sebut berhubungan dengan menutup aurat, tidak pulang 
larut malam dan larangan bercampur baur dengan lawan jenis 
yang mengatasnamakan ”kebaikan kehormatan perempuan”. 

Jika pada kenyataannya perempuan dalam politik ber-
singgungan dengan lawan jenis dan pulang larut terutama ketika 
berkampanye atau mengikuti kegiatan politik lain, pandangan 
ini tentu akan membatasi partisipasi politik perempuan muslim. 
Arti dari kehormatan perempuan sendiri juga seakan-akan 
berarti perempuan yang tidak mengikuti peran domestik 
tradisionalnya bukan termasuk perempuan yang terhormat.

Larangan perempuan memasuki ranah publik salah satunya 
politik kerap dilontarkan oleh tokoh agama. Hal ini dirasakan 
langsung oleh para Caleg perempuan bahwa ketika mereka akan 
memasuki dunia politik, narasi soal perempuan yang tidak bisa 
menjadi pemimpin membuat Caleg perempuan tidak bebas 
untuk berkegiatan di dunia politik. Dilansir dari Republika.
co.id, banyak tokoh-tokoh agama yang menolak kepemimpinan 
perempuan dengan mengambil potongan dalil “Tidak berjaya 
sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada 
perempuan” (Nashrullah, 2022). 

Selain potongan dalil tersebut, beberapa tokoh agama 
seperti Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A pada videonya yang 
membahas hukum Perempuan menjadi kepala daerah meng-
gunakan potongan ayat QS Al-Nisaa, 4: 34 yang berbunyi 
‘’Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 



62

BaB III 

oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain.’’ Padahal beberapa penafsiran salah satunya teori 
Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa ayat tersebut berada dalam 
konteks kepemimpinan keluarga, sehingga tidak relevan jika 
diposisikan untuk perempuan dalam ranah publik termasuk 
ranah politik (Jaya, 2020). 

Tokoh yang sama juga secara terang-terangan menafsirkan 
Hadist riwayat Bukhari nomer 4425 yang mengatakan ”tidak 
akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka 
kepada seorang perempuan”. Hadist ini seringkali digunakan 
untuk melarang perempuan menjadi pemimpin politik tanpa 
melihat konteks dari hadirnya hadist itu sendiri. 

Lalu ada pula yang menggunakan Surah an-Naml ayat 
20-44 dengan menyoroti pembahasan kelemahan biologis 
perempuan untuk membahas kedudukan perempuan dalam 
ranah politik. Menurut banyak tokoh, fitrah perempuan yang 
lebih ’emosional’ dibandingkan laki-laki yang menggunakan 
’logika’ membuat laki-laki pantas bertugas menjadi pemimpin.
Tidak hanya menghambat potensi perempuan untuk berperan 
aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat namun juga 
mendiskreditkan kemampuan perempuan yang telah terjun 
kedunia politik dan menjadi pemimpin. 

Padahal menurut tafsir Hamka, meskipun potongan surat 
tersebut membahas kelemahan biologis perempuan, surat Al-
Hujarat ayat 13 menjelaskan bahwa derajat tertinggi dihadapan 
Allah SWT adalah taqwa. Dengan demikian, tafsiran tersebut 
menunjukkan bahwa dalam ranah apapun (termasuk poli-
tik) kedudukan manusia tidak berdasarkan pada gendernya 
(Syarippudin, 2023).

G. Tantangan Pemajuan Hak Perempuan dalam 
Sistem Pemilu Indonesia

Setelah mengenali lebih lanjut terkait dengan potensi kekerasan dan 
pelanggaran berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu, bagian 
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ini akan mendiskusikan tantangan yang mesti dihadapi dalam menyusun 
upaya pemantauan pelanggaran hak perempuan dalam Pemilu. Tantangan 
ini meliputi sistem budaya dan sosial yang melingkari pelaksaan pemilu; 
internal partai politik sebagai mekanisme keikutsertaan dalam pemilu; 
dan kondisi geografis Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut dijelaskan 
sebagai berikut:

1. Sistem Budaya dan Sosial
Partisipasi dari setiap golongan masyarakat memiliki peran yang 

penting dalam memberikan arah politik pada sistem pemerintahan 
suatu negara. Jumlah perempuan di Indonesia mencakup setengah 
bahkan lebih (54,48%) dari keseluruhan penduduk (Tempo, 2022) 
sehingga sudah sewajarnya terdapat keterwakilan dan partisipasi 
perempuan yang proposional dalam proses demokrasi dan lembaga 
perwakilan rakyat. Akan tetapi realitasnya jumlah Caleg perempuan 
yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak memenuhi kuota minimal 
yang ditetapkan pemerintah yaitu hanya 20,8% atau 120 anggota 
perempuan dari 575 keseluruhan anggota DPR RI (KPU, 2019 dalam 
KPPPA, 2021). 

Ketimpangan keterwakilan politik perempuan disebabkan oleh 
adanya faktor sosial budaya yang memengaruhi persepsi dan partisipasi 
mereka dalam politik. Budaya patriakri yang sangat melekat dengan 
masyarakat indonesia menjadi salah satu glass ceiling utama dalam 
menghambat kemajuan karir perempuan di ranah politik. Sistem 
sosial tersebut memberikan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya 
dan keputusan kepada laki-laki karena dianggap lebih unggul dari 
perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Dunia politik dianggap sebagai tempat yang lebih cocok untuk 
laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, 
penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan (Wahyudi, 
2018) sementara perempuan dibatasi hanya ranah domestik saja dan 
memiliki peran yang terbatas di masyarakat. 

Selain itu, stereotip gender bahwa perempuan kurang tegas, 
lemah dan memiliki emosi yang lebih tidak stabil sehingga tidak 
mampu mengambil keputusan penting dibandingkan laki-laki juga 



64

BaB III 

menjadi alat pengekangan perempuan yang ingin berkiprah di dunia 
politik. Seringkali stereotip tersebut divalidasi oleh norma agama yang 
mengharuskan perempuan untuk berada di rumah dan tidak terlibat 
dalam kegiatan publik, termasuk dalam politik.

Ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin 
perempuan tercermin dari hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia 
(LSI, 2019) yang memperlihatkan 78,2% setuju bahwa laki-laki yang 
harus menjadi pemimpin masyarakat dan perempuan berperan sebagai 
pendukungnya saja. Masih di survei yang sama, 62% masyarakat 
menganggap bahwa laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin politik 
dibanding perempuan. Anggapan-anggapan buruk lainnya yaitu 
perempuan yang telah menikah dengan anak kecil dianggap tidak 
pantas untuk memegang jabatan politik dibanding laki-laki dengan 
situasi yang sama (White & Aspinall, 2019).

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh perempuan yaitu beban 
ganda yang mereka harus pikul. Beban ganda ini dapat membatasi 
waktu, tenaga, dan sumber daya perempuan untuk terlibat secara aktif 
dalam politik. Perempuan yang terlibat dalam politik seringkali harus 
menghadapi tuntutan yang lebih tinggi daripada laki-laki, seperti 
harus terlibat dalam pertemuan politik, kampanye, dan pembuatan 
keputusan politik, sementara mereka juga harus memenuhi tuntutan 
sebagai ibu rumah tangga dan pekerja (Parawansa, 2002; White & 
Aspinall, 2021; bintari, 2020; Habibah, 2015). 

Sebab itu banyak dari perempuan yang menolak untuk datang ke 
kampanye karena telah melewati jam kerja normal dan merasa bersalah 
apabila mengabaikan tugas domestik nya membuat kesempatan 
mereka untuk terpilih berkurang (Wahyudi, 2018; Hastuti, 2004; 
Rahmatunnisa & Mariana, 2016). 

Kekerasan politik terhadap perempuan dapat terlihat dalam bentuk 
intimidasi, komentar meremehkan kemampuan dan kemampuan 
perempuan (mansplaining), pelecehan, dan kekerasan fisik terhadap 
perempuan yang terlibat dalam politik, lazim terjadi baik sebagai 
pemilih maupun sebagai calon. Pada 2018, seorang politisi perempuan 
yang kerap menyuarakan aspirasinya bahkan mengalami bentuk 
KSBE dalam bentuk Morphing dan Malicious Distribution. Fotonya 
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disunting yang menggambarkan bentuk asusila dan disebarluaskan 
untuk mendiskredit kemampuan dan kinerjanya (Dini, 2018). 

Perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum se-
ringkali menjadi sasaran serangan dan intimidasi dari laki-laki yang 
merasa terancam oleh kehadiran perempuan dalam dunia politik. 
Hal ini disebabkan oleh suatu konsep yang disebut toxic masculinity, 
paradigma yang mengharuskan laki-laki menunjukkan kepada dunia 
bahwa dirinya superior, kuat dan diatas perempuan (McDermott, 
2022). Hal ini dapat menyebabkan perempuan merasa tidak aman 
dan enggan untuk terlibat dalam politik, sehingga memperparah 
kerentanan perempuan dalam Pemilu. 

2. Internal Partai Politik 
Partai Politik (Parpol) merupakan bagian dari infrastruktur politik 

dalam negara. Terdapat sejumlah pengertian dari partai politik. Miriam 
Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2003), menyebutkan 
bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 
anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 
sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik 
dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, 
untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka. 

Sedangkan Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 
dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki peran penting 
dalam sistem politik nasional sebagai wadah seleksi kepemimpinan 
nasional dan daerah yang penyelenggaraannya melalui Pemilu dan 
pilkada. Fungsi partai politik sebagaimana tertuang di dalam Undang-
Undang Partai Politik adalah sebagai:
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a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara;

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kese-
taraan dan keadilan gender. 

Rekrutmen politik merupakan fungsi strategis partai politik yang 
tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat 
publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi 
juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. 
Umumnya partai politik melakukan rekrutmen anggota partai 
politik, pengurus partai dan calon pejabat publik. Semua partai 
politik di Indonesia menganut sistem keanggotaan terbuka yang 
mengharuskan setiap kader partai politik mencari anggota baru di 
lingkungan mereka masing-masing, baik di lingkungan keluarga, 
pekerjaan maupun pergaulan. Namun, ada juga partai politik yang 
mendasarkan sumber rekrutmen politik pada popularitas, hubungan 
nepotis dengan pimpinan partai, dinasti dan memiliki modal finansial 
yang memadai.

Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pasca-2005, partai 
tetap memiliki kewenangan untuk mencalonkan kandidat, tetapi 
seringkali kekurangan kader yang mempunyai dana, jaringan dan 
popularitas mencukupi untuk memenangkan kontestasi. Akibatnya 
pemimpin partai memilih untuk menyerahkan nominasi kepada 
birokrat, pengusaha, serta pensiunan perwira militer dan polisi yang 
memiliki sumber daya dan reputasi yang dikenal publik agar berhasil 
dalam pemilihan (Buehler, 2010).

Kebanyakan partai politik saat ini belum sepenuhnya memberikan 
pendidikan politik, melakukan rekrutmen politik dan pengkaderan 
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yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki 
kemampuan di bidang politik. Rekrutmen politik yang memperhati-
kan kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya diterapkan. 
Re  krutmen perempuan terkesan hanya untuk pemenuhan syarat 
administrasi (Pasal 173 (2) e UU Partai Politik: Partai politik dapat 
menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan 
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik tingkat pusat) dan mengabaikan pendidikan 
politik, termasuk keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai 
yang masih terkendala kultural dan struktural 

Keterlambatan perempuan hadir di ranah politik karena pemahaman 
patriarki yang mencitrakan politik sebagai dunia laki-laki merupakan 
tantangan dalam berdemokrasi. Walaupun secara formal tidak ada 
hambatan bagi perempuan untuk dipilih menjadi wakil rakyat dan 
pemimpin pemerintahan karena telah dijamin oleh konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan, namun secara kultur masih terjadi 
penolakan, baik di tingkat partai politik maupun komunitas masyarakat. 
Bahkan mengalami serangan terhadap tubuh dan seksualitas yang 
dilakukan oleh lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk 
menjatuhkan mental sekaligus meneguhkan bahwa politik dan ruang 
publik adalah ruang laki-laki.

Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi 
Sosial mengidentifikasi ketidakadilan gender terhadap perempuan 
terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu

a. Marginalisasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan 
akses ekonomi.

b. Subordinasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan 
politik, terutama menyangkut proses pengambilan keputusan 
dan pengendalian kekuasaan.

c. Stereotipe terhadap perempuan sebagai bentuk penindasan 
ideologi dan kultural yang memojokkan posisi dan kondisi 
perempuan.

d. Kekerasan terhadap perempuan, baik berupa invasi fisik maupun 
integritas mental psikologis.

e. Beban kerja yang berlebihan bagi perempuan berkaitan dengan 
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pembagian kerja domestik dan publik, seringkali menyebabkan 
perempuan memiliki jam kerja yang lebih Panjang dan beban 
kerja yang lebih berat ketimbang laki-laki, terutama bagi 
perempuan yang bekerja di sektor publik.

 Salah satu bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan sebagai-
mana diungkapkan Mansour Fakih, adalah terjadinya subordina-
si terhadap perempuan yang berkaitan dengan politik, terutama 
menyangkut proses pengambilan keputusan dan pengendalian 
kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari stereotype perempuan dan 
politik. stigma bahwa perempuan identik dengan sektor domestik 
sering dianggap sebagai salah satu sebab kurangnya keterlibatan 
perempuan di ranah politik. 

Selain masalah rekrutmen poitik yang dilakukan oleh partai po-
litik, keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat di parlemen dan 
pemimpian pemerintahan di daerah juga dipengaruhi oleh belum 
melembaganya sistem kaderisasi di hampir semua partai politik di 
Indonesia. Sekalipun terdapat unit khusus dalam struktur organisasi 
partai politik yang mengurusi bidang kaderisasi, namun pada umumnya 
belum berjalan baik karena ketiadaan konsep yang baku, terukur 
dan berjenjang juga karena terbatasnya sumber dana partai politik. 
Komitmen partai polituk dalam pemberdayaan politik perempuan 
dalam lingkup internal partai (kaderisasi) tercermin pada struktur 
organisasi sebagai pengurus partai yang ikut menentukan kebijakan 
partai serta program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah 
berperspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Rekrutmen politik dan kaderisasi yang tidak berperspektif keadilan 
dan kesetaraan gender berkontribusi pada rendahnya keterpilihan 
perempuan sebagai anggota legislatif maupun pemimpin pemerintahan 
di daerah. Dari data Puskapol UI pada Pemilu 2019, kecenderungan 
keterpilihan Caleg adalah pada nomor urut 1 dan 2 yang umumnya 
didominasi oleh laki-laki. Untuk keterpilihan Caleg perempuan 53 
% berlatar belakang pengurus partai, anggota DPRD dan mantan 
kepala daerah, 41 % memiliki kekerabatan dengan elit dan 6 % dari 
kalangan profesional.

Hambatan yang dialami perempuan untuk menggeluti dunia politik 
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tidak hanya datang dari faktor budaya dan hukum saja melainkan 
kondisi internal partai politik dapat tidak mendukung kehadiran 
perempuan itu sendiri. Kurangnya political will dari partai politik dalam 
mendorong kader perempuan dalam mencalonkan diri menjadi Caleg 
maupun pemimpin daerah menjadi penyebab minimnya perempuan 
dalam konstestasi. Partai politik jauh lebih mementingkan popularitas 
dan elektabilitas individu dalam menentukan kader mana yang akan 
diberikan mandat (Bintari, 2020). 

Hal ini menyulitkan perempuan untuk mencalonkan diri terle-
bih bila tidak memiliki daya finansial dan basis sosial yang tinggi. 
Mereka harus bekerja lebih keras dibandingkan laki-laki bahkan antar 
perempuan yang dapat menimbulkan kondisi Queen bee syndrom 
yaitu fenomena perempuan yang saling menjatuhkan dan merendah-
kan untuk mendapatkan posisi yang hanya tersedia sedikit untuk 
perempuan (Blau & DeVaro, 2006). 

Selain itu, ketersedian kualitas representasi perempuan yang rendah 
juga dapat disebabkan oleh partai politik yang mengimplementasikan 
kebijakan afirmasi hanya sebagai syarat administratif saja untuk 
mengamankan kepentingan partai dan melanggengkan kekerabatan 
politik namun belum melekat dalam mekanisme internal partai 
(Puskapol UI, 2020). Tergambar dari alokasi anggaran bagi pendidikan 
dan pemberdayaan politik tidak memprioritaskan bahkan terkadang 
tidak menyentuh para politisi Perempuan. 

Berdasarkan naskah kebijakan Puskapol UI tidak adanya aspek 
kepatuhan, akuntabilitas dan kesetaraan gender oleh partai politik 
terhadap kebijakan afirmasi terlihat dari rendahnya priotias pendidikan 
dan pemberdayaan politik kepada para politisi perempuan yang 
sebenarnya telah diatur sebagai kewajiban partai. Subordinasi struktur 
dalam hal branding Caleg perempuan yang tidak seluas laki-laki oleh 
partai pada masa kampanye mempengaruhi kesempatan mereka untuk 
dipilih masyarakat berkurang (Puskapol UI, 2021).

 
3. Kondisi Geografis dan Karakteristik Daerah

Selain itu, tantangan geografis dan karakteristik daerah tidak 
dapat dinafikan. Indonesia dengan 17.000 pulau yang terbentang 
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dari Sabang hingga Merauke memiliki karakteristik geografis yang 
unik dan kompleks. Kondisi geografis, cuaca, alam dan karakteristik 
daerah menjadi tantangan bagi penegakan hak perempuan dalam 
sistem Pemilu. Keterbatasan infrastuktur transportasi baik darat, 
laut maupun udara serta informasi komunikasi dapat menghambat 
penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pendistribusian sumber 
daya, seperti sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih serta pembiayaan 
dan logistik untuk kandidat/calon perempuan. 

Di beberapa daerah, terutama yang terletak di luar pulau-pulau 
utama termasuk juga di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) 
infrastruktur seperti jalan, listrik dan akses internet belum sepenuhnya 
berkembang. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi perempuan 
dalam Pemilu. Hak perempuan untuk mendapatkan informasi politik 
dan terlibat secara online maupun offline dalam kampanye politik serta 
bertemu dengan kandidat sulit terpenuhi. 

Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman pe-
rempuan tentang hak-hak mereka dalam Pemilu. Pengawasan dan 
integritas Pemilu di wilayah 3T memungkinkan sulit terjaga sehingga 
dapat berpengaruh terhadap hak-hak perempuan terutama jika ada 
kecenderungan untuk manipulasi suara atau praktek lain yang me-
ru gi kan perempuan.
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A. Pantauan Media atas Kondisi 
Penyikapan Kekerasan Terhadap 
Perempuan dalam Pemilu

Isu keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik dan proses 
pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi fokus perhatian yang semakin 
meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang tercermin dalam 
berita-berita di Indonesia. Komnas Perempuan melakukan pantauan 
media untuk memotret isu perempuan dalam pemilu sepanjang Oktober 
2018 hingga Oktober 2019. Berdasarkan pemantauan tersebut terlihat 
bahwa terdapat setidaknya 19.305 pemberitaan mengenai beragam isu 
seperti aktivitas perempuan dalam pemilu, potret kebijakan/peraturan/
putusan terhadap perempuan oleh penyelenggaran Pemilu, hingga 
berbagai kasus yang penyelenggara pemilu tangani terkait dengan 
peserta perempuan.
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Gambar 8 Pantauan Media Monitoring Perempuan dalam Pemilu

Berbagai pemberitaan telah menyoroti langkah-langkah konkret yang 
dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan keter-
libatan perempuan dalam pemilu. Salah satunya dilakukan oleh Bawaslu 
yang berkomitmen untuk menerapkan afirmasi keterwakilan perempuan 
sebagai pengawas pemilu. Komitmen Bawaslu dalam konteks perempuan 
pengawas pemilu ditunjukkan dalam hasil pantauan media Gambar 8. 
Selain memastikan kuota keterwakilan yang terpenuhi, Bawaslu juga 
menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pember dayaan 
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Perempuan dan Perlindungan Anak. Nota kesepahaman tersebut membahas 
kerjasama Bawaslu dan KPPPA dalam meningkatkan kapasitas dan peran 
perempuan, perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan pengawasan 
yang responsif gender, serta advokasi, sosialisasi, komunikasi informasi dan 
edukasi (KIE) PUG dalam pengasawan pemilu dan pilkada (Sudrajat, 2018).

Gambar 9. Pemberitaan konteks Perempuan dan Pemilu
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Meskipun telah diberlakukan pelatihan dan peraturan untuk meng-
hindari kasus pelanggaran terhadap perempuan dalam ranah politik, tak 
dipungkiri bahwa kekerasan kerap menimpa perempuan terutama saat 
memasuki masa politik. Bentuk kekerasan tersebut juga memiliki banyak 
bentuknya. Dilansir dari Detik.com, seorang perempuan yang merupakan 
anggota PPK Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) menjadi korban pelecehan 
oleh anggota KPU bernama RM Nufrianto Aris Munandar (Saputra, 2019). 

Tidak hanya pelecehan seksual, dalam beberapa kasus berdampak pada 
eksistensi perempuan di ranah politik. Seperti salah satu contohnya adalah 
di mana rekapitulasi DCS (Daftar Calon Sementara) menunjukkan bahwa 
Partai Aceh belum memenuhi kuota 30% untuk caleg perempuan (Akhyar, 
2023). Kemudian Tempo.co juga menginvestigasi bahwasanya beberapa 
partai politik tidak memenuhi kuota 30% untuk perempuan di sejumlah 
dapil. Tercatat bahwa terdapat 17 partai politik yang tidak memenuhi 
kuota 30% untuk caleg perempuan pada 290 dapil DPR RI, 860 Dapil 
DPRD tingkat provinsi, dan 6.821 Dapil DPRD tingkat kabupaten/kota. 

Kemudian eksistensi perempuan pada dunia politik juga sering men-
dapatkan hambatan dari kompetitornya terutama caleg laki-laki. Seperti 
kasus Evi Apita Maya yang digugat karena dianggap memanipulasi foto 
yang tertera pada APK (Alat Peraga Kampanye) oleh Prof. Dr. Farouk 
Muhammad yang merupakan caleg dari dapil yang sama dengan Evi Apita 
Maya. Menurut Prof. Dr. Farouk Muhammad, manipulasi foto tersebut 
menyebabkan Evi Apita Maya memenangkan suara DPD di dapil NTB 
(BBC, 2019). Padahal menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Ilham Saputra, tidak aturan yang melarang caleg di tingkat apapun 
untuk mengedit foto APK-nya.

Selain perempuan-perempuan yang memang terlibat dalam dunia 
politik, masyarakat awam juga menjadi korban selama kegiatan politik 
berlangsung. Bawaslu menyoroti bahwa perempuan kerap menjadi sasaran 
utama politik uang (Nurisman, 2019). Hal ini juga didukung oleh temuan 
Neni Nur Hayati, Direktur Democracy and Electoral Empowerment 
Partnership (DEEP) yang menyatakan bahwa perempuan rentang diiming-
imingi uang dari money politic yang dilakukan oleh caleg maupun calon 
kepala daerah (Sucahyo, 2023). Dari beberapa peristiwa dapat dikatakan 
bahwa baik perempuan baik yang terjun langsung ke dunia politik atau 
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masyarakat awam akan rentan menjadi korban pada saat memasuki masa 
kegiatan politik.

Secara keseluruhan, hasil media monitoring pemberitaan di Indonesia 
memberikan gambaran dinamika keterlibatan perempuan dalam pemilu. 
Mulai dari bagaimana langkah-langkah positif dari penyelenggara pemilu 
hingga banyaknya tantangan dan pelanggaran terhadap perempuan yang 
perlu diatasi. Dari pemberitaan-pemberitaan tersebut terlihat jelas bahwa 
penting untuk setiap bagian masyarakat yaitu pemerintah, penyelenggara 
pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan LSM untuk berperan aktif untuk 
menghapuskan kerentanan perempuan dalam pemilu guna menciptakan 
lingkungan politik yang inklusif dan merata bagi seluruh warga negara 
Indonesia.

 
B. Partai Politik Menyikapi Kekerasan Berbasis 

Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu

Perempuan sebagai calon/kandidat, perempuan sebagai pemilih, 
perempuan sebagai pendukung politik, perempuan sebagai penyelenggara 
pemilu maupun perempuan sebagai anggota keluarga rentan mengalami 
berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang saling beririsan secara 
usia, etnis maupun agama. Bentuk kekerasan yang harus dikenali oleh partai 
politik dan penyelenggara pemilu yaitu kekerasan fisik seperti penculikan, 
penahanan dan pembunuhan, kekerasan psikis berupa pembunuhan 
karakter, kekerasan ekonomi berupa penolakan biaya politik, pencurian 
dan pengrusakan properti, kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual 
dan perkosaan dan juga kekerasan siber seperti ujaran kebencian dan 
narasi hoax. 

Kekerasan dapat dilakukan secara offline dan online, secara pribadi 
maupun publik. Pelaku kekerasan juga beragam, mulai dari politisi, 
konstituen, pemilih, anggota keluarga, tokoh adat/agama, lawan politik, 
anggota parpol, jurnalis, komunitas hingga negara.

Tahun 2024 sebagai tahun politik karena perhelatan Pemilu serentak 
dan Pilkada menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam konteks 
demokrasi elektoral. Penyempitan ruang politik perempuan yang hendak 
mencalonkan diri akibat minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya 
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politisasi agama dan adat, praktik budaya yang bias gender, dan stigmatisasi 
pada perempuan yang berkegiatan di politik serta eksploitasi isu perempuan 
yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan 
sebagai calon/kandidat, masih banyak digunakan lawan politik dan 
kelompok pendukungnya untuk kepentingan pemenangan. 

Partai politik dan penyelenggara pemilu juga patut mengenali kekha-
watiran perempuan akan keamanan, baik sebelum, saat, dan setelah 
Pemilihan terutama menguatnya politisasi agama dan identitas yang 
menghambat mobilitas dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan 
memberikan suara, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.

 Berbagai kerentanan perempuan dalam berinteraksi di ruang publik/
politik terlebih dalam pelaksanaan pemilu yang terbentuk oleh pemahaman 
budaya patriarki harus ditindaklanjuti dengan perubahan cara pikir/sudut 
pandang terhadap keterlibatan perempuan dalam politik oleh semua elemen 
masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu partai politik dan 
penyelenggara pemilu. Sebab itu, untuk mendorong pelaksanaan pemilu 
yang memperkuat perlindungan hak perempuan, partai politik diharapkan 
dapat melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Partai politik harus mampu meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat dengan membangun budaya keadilan dan kesetaraan 
gender dan menciptakan iklim yang kondusif dalam pemilu, 

2. Pendidikan politik dengan isu perempuan dan perspektif HAM harus 
terus menerus dilakukan oleh partai politik agar menumbuhkan 
kesadaran masyarakat dalam proses-proses politik. 

3. Partai politik mampu menunjukkan keberpihakan pada politisi 
perempuan dan berkomitmen pada kepemimpinan perempuan 
mu lai dari rekrutmen hingga promosi pada jabatan-jabatan strategis. 

4. Partai politik menempatkan perempuan pada nomor urut 1 pada 
30 persen daerah pemilihan untuk memungkinkan keterpilihannya 
dan memberi dukungan infrastruktur kemenangan

5. Partai politik memberikan afirmasi pendanaan bagi pendidikan 
politik dan pemberdayaan politik perempuan.

6. Rekrutmen politik dan kaderisasi terhadap perempuan dilakukan 
secara berjenjang dan kontinyu, tidak hanya menjelang pemilu 
untuk memenuhi aturan administrasi.
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7. Partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi 
dalam menjaring kader atau anggota partai. 

8. Partai Politik perlu melakukan pelembagaan dan tata kelola sistem 
kaderisasi dan mekanisme rekrutmen dalam sistem kepartaian dan 
sistem pemilu di Indonesia. Mengubah pola rekrutmen pejabat 
publik yang selama ini kental dengan nuansa dinasti politik, 
terlalu mengedepankan kepentingan elit, kurang memperhatikan 
kepentingan kader dan konstituen, serta maraknya mahar politik. 
Perubahan-perubahan tersebut perlu diadopsi dalam perbaikan 
peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan pemilu 
lima tahun mendatang.

 
C. Penyelenggara Pemilu Menyikapi Kekerasan 

Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam 
Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimandatkan oleh 
Undang-Undang Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk 
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. 
Perempuan penting terlibat dalam lembaga penyelenggara pemilu tersebut 
untuk kesetaraan akses karena lembaga penyelenggara pemilu merupakan 
jantung pembuatan keputusan. Sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (7) 
dan pasal 92 ayat (11) yang menyebutkan komposisi keanggotaan KPU 
dan Bawaslu mulai dari pusat hingga kabupaten/kota memperhatikan 
keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Keterwakilan perempuan bukan soal angka-angka namun merupakan 
perwujudan pemenuhan hak warga negara khususnya hak politik se-
ba gaimana telah dijaminkan oleh konstitusi UUD NRI 1945 maupun 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebut saja Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, UU No 68 
Tahun 1958 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan), 
UU No. 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW), Pasal 46 UU 
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No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, maupun UU No. 12 
Tahun 2005 (Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
dan Politik/ICCPR).

Untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berperspektif HAM 
dan inklusif, keterlibatan perempuan di lembaga penyelenggaraan pemilu 
perlu didorong mulai dari pembentukan keanggotaan tim seleksi (pasal 
22 ayat (1) UU Pemilu) hingga proses rekrutmen anggota penyelenggara 
pemilu di semua tingkatan.

Dari data Puskapol UI terdapat perbandingan seleksi keanggotaan KPU 
dan Bawaslu yang menunjukkan penurunan jumlah total peserta seleksi 
di tahun 2012 dan 2016. Meskipun secara jumlah menurun namun pada 
persentasenya terdapat peningkatan jumlah peserta perempuan, baik yang 
mengikuti seleksi KPU RI maupun Bawaslu RI. Hal ini menunjukkan 
antusiasme perempuan untuk mengikuti proses seleksi yang semakin baik, 
namun tidak pada keterpilihan perempuan sebagai komisioner. Selama 
ini hanya ada 1 perempuan dari 7 komisioner KPU juga 1 perempuan 
dari 5 komisioner Bawaslu. Jumlah ini masih jauh dari angka minimal 
30 persen keterwakilan perempuan. Begitu pula di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, jumlah perempuan sebagai penyelenggara pemilu pun 
jauh dari memadai. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki 
komisioner dalam struktur penyelenggara pemilu.

Menurut Puskapol UI, rendahnya jumlah perempuan dalam lembaga 
penyelenggara pemilu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dialami 
perempuan, antara lain keterbatasan informasi mengenai mekanisme proses 
seleksi, lingkungan politik yang tidak sensitif gender, hingga hambatan yang 
bersifat sosial kultural. Struktur penyelenggara pemilu yang memperhatikan 
keadilan dan kesetaraan gender menjadi prasyarat penting menghadirkan 
pemilu yang demokratis, inklusif dan berperspektif HAM. 

Untuk mewujudkan hal tersebut pembenahan dilakukan pada pem-
bentukan tim seleksi yang harus mempertimbangkan keterwakilan perem-
puan dan memiliki perspektif gender yang baik. Tim seleksi harus mampu 
mengawal keterwakilan perempuan sampai pada jenjang pentahapan akhir 
di DPR RI. Kepekaan akan keadilan dan kesetaraan gender para politisi 
di DPR RI menjadi penentu peningkatan jumlah komisioner perempuan 
di lembaga penyelenggara pemilu.
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 Selain pentahapan seleksi yang memperhatikan keterwakilan perempuan 
dalam merekrut anggota KPU dan Bawaslu, perlu juga memperhatikan 
proses seleksi yang berlangsung memiliki perspektif gender, manusiawi 
dan tidak merendahkan martabat perempuan calon anggota penyelenggara 
pemilu. Penyelenggara Pemilu diharapkan peka terhadap kerentanan 
perempuan dalam Pemilu. Para penyelenggara Pemilu perlu mengenali 
bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk lansia dan 
disabilitas serta mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Pemilu. 
Juga menjadikan Tragedi Pemilu 2019 sebagai pembelajaran, dimana 
terdapat 1 (satu) anggota KPPS perempuan meninggal dalam keadaan 
hamil 8 bulan di Aceh, 11 (sebelas) anggota KPPS perempuan mengalami 
keguguran di Kediri, Tegal, Konawe, Grogol, Sragen, Koja, Kertanegara, 
Ngawi, Lamongan dan 1 (satu) anggota KPPS perempuan melahirkan 
pada kehamilan 5 bulan di Lombok Timur.

Pada akhirnya urgensi keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan 
Pemilu tidak saja karena amanat konstitusi dan peraturan perundang-
undangan untuk keadilan dan kesetaraan tetapi juga untuk menghadirkan 
Pemilu yang ramah perempuan dan inklusi serta sebagai strategi untuk 
mensinergikan kontribusi dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan 
perempuan sebagai warga negara.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyenggaara pemilu 

menekankan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon paling 
sedikit 30 persen setiap dapil. Komitmen advokasi keterwakilan 
perempuan tersebut dituangkan dalam kebijakan afirmatid PKPU 10 
Tahun 2023 pasal 8 ayat 8 huruf (c). Melalui kebijakan ini diharapkan 
mengakomodasi ruang bagi perempuan dalam merepresentasikan diri 
dalam ruang politik dan mengurangi tingkat diskriminasi terhadap 
perempuan. 

Lebih lanjut angka 30 persen bukan hanya sebagai satu syarat 
administratif pada perhelatan pemilu di Indonesia, namun juga menjadi 
ruang dialektika substantif kepemimpinan perempuan menyampaikan 
aspirasinya dalam memperjuangkan hak dan jaminan perempuan 
dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam 
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penyusunan kebijakan di setiap bidang. Namun, kebijakan afirmatif 
30 persen ini tidak tanpa hambatan, partai politik sering kali tidak 
dapat memenuhi ambang batas, seperti disampaikan pada wawancara 
anggota KPU,

Ketika tahap pencalonan, terdapat partai politik yang enggan 
untuk memenuhi ketentuan minimal partisipasi perempuan. 
Tugas penyelenggara pemilu adalah mengingatkan kepada partai 
politik tidak akan memenuhi syarat untuk lanjut dalam proses 
pemilu”(Wawancara KPU, 2023)

Hasil wawancara kepada penyelenggaran pemilu juga mendapatkan 
temuan konkret bahwa kendala pemenuhan keterwakilan 30 persen 
perempuan. Disebutkan stigma terhadap perempuan dalam kepe-
mimpinan masih menjadi kendala kuat. Selain itu juga diskriminasi 
dan anggapan bahwa beban politik perempuan jauh lebih besar dari 
pada laki-laki. Beban politik yang dimaksud yaitu perempuan yang 
dibenturkan oleh hal domestik, pembagian waktu antara keluarga 
dan pekerjaan penyelenggara pemilu. 

Kondisi ini perlu dibedah dari aspek kekuatan perempuan dalam 
mengukur ruang politik. Secara budaya, faktor ketidaksetaraan gender 
di masyarakat yang mengakar menjadi penyebab terbesar sulit-
nya partisipasi perempuan dalam politik yang berkualitas (data 
olahan wawancara, 2023). KPU menyebutkan juga kendala peme-
nuhan pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan adalah teknis 
pembulatan pada proses pencalonan caleg perempuan. KPU menya-
rankan kepada partai politik dalam mengatur pembulatan ke atas 
jika per  hitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan 
angka decimal kurang dari koma lima. Namun, praktek masih terjadi 
pembulatan ke bawah sehingga mengurangi kuato kursi bagi perem-
puan. 

Konteks internal KPU, internalisasi keadilan gender diupayakan 
dalam pembinaan anggota. Pendidikan atau pelatihan dilakukan bagi 
semua anggota KPU terkait perspektif gender. Praktek baik ini dapat 
didorong sebagai bentuk persyaratan ketika mendaftar sebagai anggota 
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KPU. Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu dengan 
modalitas perspektif keadilan gender akan menekan ketimpangan dan 
kendala perempuan yang saat ini masih sulit ikut dalam kontestasi 
pemilu. Perspektif keadilan gender ini menjadi fondasi kuat dalam 
tugas-tugas KPU dalam mengawasi dan memberikan sosialisasi 
kepada partai politik mengenai peran dan partisipasi perempuan 
dalam ruang politik. 

2. Badan Pengawas Pemilu
Badan Pengawas pemilu mendorong satu mekanisme pengaru-

sutamaan gender dalam penganggaran, program kerja, penguatan 
kapasitas pengawas pemilu, hingga rancang pengawasan partisipatif 
berperspektif gender. Melalui upaya tersebut secara konkret Bawaslu 
memiliki satu pengawasan partisipasi perempuan dalam aspek mem-
perkuat proteksi uang dan ajakan menjadi pengawas partisipatif. 
Kebijakan pengawasan partisipatif berperspektir gender yang diinisiasi 
Bawaslu pusat diturunkan menjadi satu gerakan di daerah. Pelatihan 
perempuan sebagai pengawas pemilu dilakukan di Bawaslu sejumlah 
daerah (Pantauan Media, 2023). Keterlibatan perempuan dalam 
ruang politik, baik sebagai pengawas pemilu ini diharapkan menjadi 
satu proses peningkatan literasi mekanisme pengawasan dan bentuk 
pelanggaran pemilu. Perempuan pengawas pemilu dengan perspektif 
gender lebih sensitive diharapkan dapat mengakomodasi ruang aman 
bagi perempuan yang mengikuti kontestasi pemilu. Akomodasi 
Bawaslu dalam mendukung peran aktif perempuan dalam mekanisme 
perempuan pengawas pemilu ini juga merupakan salah satu upaya 
memperluas ruang-ruang pengawasan yang tidak dapat terjangkau 
lembaga. 

Mekanisme perempuan pengawas pemilu yang diinisiasi Bawaslu 
juga menjadi satu upaya estafet pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
dalam upaya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu. Agen 
peningkatan kesadaran akan hak politik perempuan untuk ikut 
serta dalam kontestasi pemilu. Proses ini merupakan salah satu 
upaya menggerus stigma kepemimpinan perempuan yang selama 
ini dikonstruksi secara negatif. Dorongan keterwakilan perempuan 
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30 persen bakal calon legislatif, yang secara paralel menekan praktek 
diskriminasi terhadap perempuan serta mendorong representasi secara 
substantif dalam perjuangan perubahan kebijakan demi kepentingan 
perempuan. 

Adanya Perempuan pengawas pemilu ini juga menjadi salah satu 
langkah Bawaslu mengakomodasi peran perempuan untuk melaporkan 
dan menjadi saksi atas pelanggaran yang terjadi. Tentu jaminan 
terhadap perempuan pengawas pemilu juga penting menjadi satu 
prioritas Bawaslu. Sehingga diharapkan menjadi satu ruang aman bagi 
perempuan untuk melaporkan dan memproses pelanggaran pemilu 
tanpa tekanan. Secara keseluruhan dalam program Bawaslu dalam 
menyikapi kekerasan berbasis gender baik diskriminasi maupun 
bentuk kekerasan lain masih belum didukung oleh satu program 
pelatihan yang meningkatkan kapasitas perempuan secara mendalam 
(wawancara, 2023).

3. Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
a. Pembentukan Unit Penanganan Kekerasan Terhadap Perem­

puan
Dalam menangani kasus kekerasan atau pelanggaran hak 

perempuan dalam konteks pemilu, DKPP perlu membentuk 
unit khusus yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan 
kasus hingga selesai. Unit tersebut harus terdiri dari anggota 
terlatih terhadap isu-isu gender dan kekerasan terhadap 
perempuan secara umum dan dalam konteks pemilu baik 
untuk penanganan kasus di pusat maupun oleh Tim Pemeriksa 
Daerah (TPD)

b. Menyusun pedoman untuk internal DKPP mengenai bentuk 
kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dalam pemilu 

Pedoman tersebut harus secara jelas mendefinisikan berba  gai 
bentuk kekerasan dan pelanggaran hak perempuan yang mung-
kin terjadi dalam pemilu. Hal ini dapat termasuk kekerasan 
fisik, seksual, pelecehan verbal, ancaman, penolakan hak politik 
dan lainnya. Sehingga pedoman tersebut memperhatikan 
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kerangka hukum nasional negara Indonesia dan standar 
interna sional dalam melindungi hak-hak perempuan dalam 
pemilu. 

Lebih lanjut, panduan internal tersebut perlu berlandaskan 
kepentingan kerahasiaan identitas korban sehingga korban 
merasa aman untuk melapor tanpa takut adanya intimidasi. 
Pedoman juga harus menjelaskan bahwa dalam segala proses 
pelaporan, penanganan dan pemulihan kasus kekerasan harus 
sensitif gender termasuk dalam monitoring dan evaluasi. 
Terakhir, pedoman tersebut perlu mencakup bentuk sanksi 
kepada pelaku selain yang telah tertera dalam pedoman DKPP 
(teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian 
tetap) seperti melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran 
hak lebih lanjut ke kepolisian atau aparatur terkait.

c. Memberikan pendidikan internal DKPP di berbagai tingkat 
mengenai potensi kekerasan terhadap perempuan dalam 
proses pemilu 

Dalam rangka menjalani pedoman internal tersebut, 
DKPP juga perlu mengadakan pelatihan dan workshop khusus 
untuk setiap anggota diberbagai tingkat mengenai indikator 
yang dapat mengidentifikasi situasi berpotensi bahaya dan 
bagaimana respon yang tepat dalam kasus kekerasan terhadap 
perempuan, dan hak-hak perempuan dalam pemilu. Serta 
cara menangani korban kekerasan dan mengenali kebutuhan 
khusus mereka.

 
d. Penyediaan Layanan Dukungan dan Perlindungan

Unsur pemulihan korban seringkali terabaikan dalam 
penanganan kasus pelanggaran dan kekerasan pada konteks 
pemilu. Diharapkan DKPP dapat menyediakan atau menya-
lurkan korban ke layanan medis, dukungan psikologis dan 
konseling, serta bantuan hukum dalam menghadapi proses 
yang berjalan. 
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e. Penguatan Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum
Penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak perem-

puan dalam pemilu membutuhkan adanya kerjasama lintas 
sektor. Untuk itu, DKPP perlu melakukan kolaborasi dengan 
lembaga pemerintah lain, aparat penegak hukum, LSM dan 
organisasi peempuan untuk mengintegrasikan dan mengopti-
malkan upaya penanganan kasus.

 



BAB V
KESIMPULAN 
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PENGEMBANGAN pengetahuan terkait dengan pemenuhan hak perem-
puan dalam pemilu ini dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut: 

1. Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam memberikan 
perlindungan secara menyeluruh terhadap keamanan dan kenya-
manan perempuan pada pemilu. Meskipun Indonesia telah memiliki 
se rang kaian peraturan dan kebijakan yang memuat perlindungan 
terhadap hak-hak perempuan dalam politik dan Pemilu, kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan dalam politik ataupun pemilu 
masih kerap ditemukan. Kekerasan terhadap perempuan dalam 
pemilu hadir dalam banyak bentuk, mulai dari kekerasan fisik, 
seksual, pembatasan hak dan gerak perempuan dalam politik, 
hingga pemecatan kandidat perempuan.

2. Perempuan korban menerima dampak serius akibat kekerasan 
yang mereka alami. Dampak tersebut tidak hanya dapat dilihat dari 
kerugian materil/fisik dan psikis, namun juga sosial dan politik. 
Kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu akan berakibat 
sistematis pada berkurangnya partisipasi perempuan dalam pemilu, 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat perempuan, hingga 
sulitnya politisi perempuan untuk mengembangkan aktivitas politik 
mereka. Serangkaian dampak tersebut tentu akan berkonsekuensi 
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pada berkurangnya kualitas demokrasi dan penyelenggaraan 
pemilu. 

3. Pemerintah dan penyelenggara pemilu bertanggung-jawab secara 
penuh untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan 
korban. Guna memenuhi tanggungjawab tersebut, Komnas Perem-
puan melihat perlunya pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk 
menyikapi faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan, meliputi 
sistem budaya dan sosial yang patriarkhis; sistem partai politik yang 
belum menunjang keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan; 
dan belum meratanya informasi pada wilayah pelosok dan terluar 
Indonesia, yang menyulitkan perempuan dalam meningkatkan 
partispasi ataupun mengadukan kekerasan yang mereka alami. 

4. Selain itu, penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan 
DKPP juga perlu meningkatkan pembinaan internal mereka 
guna memperkuat perspektif gender para anggotanya. Demikian 
sangat diperlukan, tidak hanya untuk melahirkan kebijakan dan 
peraturan tentang pemilu yang sensitif gender, namun juga dalam 
merespons potensi kekerasan yang mengarah kepada perempuan.

5. Partai politik juga menjadi bagian tidak yang tidak boleh ditinggal-
kan dalam upaya mencegah kekerasan berbasis gender terhadap 
perempuan dalam Pemilu. Dalam beberapa kasus, kekerasan juga 
terjadi dan dilakukan dalam partai politik. Sebab itu, diperlukan 
mekanisme internal partai yang tidak hanya bertujuan untuk 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu, tapi juga 
memberikan jaminan perlindungan terhadap kader perempuan 
yang mengalami kekerasan akibat keterlibatan mereka dalam politik. 

Selain itu juga, guna memperkuat upaya pencegahan, penanganan 
dan pemulihan perempuan korban dari kekerasan berbasis gender ter-
hadap perempuan dalam pemilu, diperlukan pengawasan dan evaluasi. 
Dalam hal ini, Komnas Perempuan menyusun seperangkat instrumen. 
Instrumen ini diarahkan pada penyelenggra pemilu, partai politik, dan 
korban. Harapannya instrument ini dapat menjadi bagian integral dalam 
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemilu. Sehingga pemilu Indonesia 
dalam berjalan dengan aman, adil, dan memuliakan harkat martabat 
perempuan yang turut serta aktif terlibat di dalamnya.[]
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A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Instrumen Pemantauan pada KPU digunakan untuk menangkap kondisi 
terakhir Penyelenggara Pemilu dalam menyikapi kekerasan terhadap 
perempuan. Aspek-aspek yang menjadi penekanan dalam instrumen 
pemantauan KPU meliputi:

1. Pengetahuan Penyelenggara atas Pentingnya Pengarusutamaan 
Gender dan Penghapusan KtP dalam Pemilu

2. Program peningkatan Partisipasi Perempuan
3. Program Penghapusan KtP dalam Pemilu
4. Strategi dalam penyelenggaraan tahapan kampanye yang aman 

dan ramah gender
5. Koordinasi antar lembaga/institusi terkait dalam agenda peng-

hapusan KtP dalam Pemilu

Kepada Penyelenggara Pemilu

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

1 Pen cegahan Apakah KPU memiliki kebijakan untuk pencegahan KBG pada 
tahapan Pemilu? 
a. Apakah bisa kami mengakses dokumen tersebut?
b. Apa saja poin yang terdapat dalam kebijakan tersebut terkait 

cara mengakomodasi pencegahan KBG dalam tahapan pemilu?
c. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembuatan 

kebijakan tersebut?
d. Bagaimana mekanisme pengecekan yang dilakukan oleh 

KPU dalam memastikan terpenuhinya kebijakan untuk 
pencegahan KBG pada tahapan Pemilu?

Adakah program sosialisasi yang membawa isu pelaksanaan 
kampanye yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan perempuan?
a. Jika ada, siapakah mitra daerah dalam kegiatan sosialisasi 

kebijakan tersebut?
b. Jika ada, bagaimanakah target keberhasilan yang harus 

dicapai dari kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut?
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Kepada Penyelenggara Pemilu

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pen cegahan Bentuk program kerja seperti apa yang ditujukan untuk 
pelaksanaan kampanye ramah untuk perempuan berpartisipasi? 
Bisakah dijelaskan secara rinci kegiatannya seperti: 
penyelenggaraan talk show, kampanye media sosial, dll.
a. Berapa lamakah rentang waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program kerja tersebut?
b. Siapa yang melaksanakan agenda program kerja tersebut?
c. Apakah program kerja ini dilakukan secara rutin? dan 
d. Bagaimana sebaran lokasi program kerja tersebut di Indonesia? 
e. Siapakah yang menjadi target program kerja?
f. Apakah terdapat pelaksanaan evaluasi tindak lanjut untuk 

memastikan efektifitas dari pelaksanaan program?
Apakah KPU bekerjasama dengan pihak eksternal untuk 
melakukan pencegahan terhadap terjadinya KBG?

2 Pe nanganan Bagaimana pengalaman Pemilu 2019, apakah tercatat adanya 
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan? 
a. Bagaimana penanganannya?
b. Adakah mekanisme aduan ketika terjadi KtP pada masa 

kampanye berlangsung?
c. Apakah sudah terdapat mekanisme yang aman dan inklusif 

pengaduan untuk mencatat diskriminasi dan kekerasan 
terhadap perempuan?

d. Berapa lamakah rentang waktu penanganan yang dilakukan 
KPU dalam menindaklanjuti aduan KtP pada masa 
kampanye?

e. Bagaimana proses monitoring (pemantauan) dan evaluasi 
penanganan kasus KtP dilakukan?

Apa langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh KPU dalam 
bentuk SOP maupun peraturan tertulis ketika terjadi kasus 
kandidat perempuan yang mengalami kekerasan selama 
kampanye berlangsung?
Apakah ada perbedaan penanganan KtP pada masa kampanye 
berlangsung yang terjadi di ruang siber dan ruang publik?
Apa saja bentuk KtP yang pernah diadukan ke KPU?

Bagaimana inventarisasi, pengelompokan, dan pendataan KtP 
yang telah diadukan ke KPU?
Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU terhadap data 
KtP yang diperoleh?
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Kepada Penyelenggara Pemilu

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pe nanganan Bagaimana KPU bekerja sama dengan lembaga/organisasi 
yang berfokus pada perlindungan perempuan (misalnya, LSM 
perempuan, lembaga bantuan hukum) untuk menangani kasus 
kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan selama 
masa kampanye pemilu?
Apa langkah-langkah yang dilakukan KPU dalam memitigasi 
potensi ancaman yang diterima korban pasca pengaduan KtP 
dilakukan?

3 Pemu lihan Apakah ada mekanisme pemulihan kondisi kandidat peserta 
pemilu yang mengalami KTP?
a. Apa saja layanan pemulihan yang dapat ditawarkan oleh 

KPU?
b. Bagaimana KPU memfasilitasi layanan pemulihan yang 

dibutuhkan korban?
c. Apakah KPU selaku pihak berwenang telah menetapkan 

peraturan yang mengikat mengenai pemberian sanksi 
terhadap pelaku KtP selama masa kampanye berlangsung? 

d. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada pelaku KtP?
Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam mengupayakan 
pemulihan kandidat peserta pemilu yang mengalami KtP pada 
saat kampanye?
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B. Badan Pengawas milu (Bawaslu)

1. Pengetahuan anggota atas pentingnya pengarusutaman gender 
dan penghapusan Ktp dalam Pemilu

2. Ketersediaan sistem hukum dalam pemenuhan hak perempuan 
dan penghapusan KtP dalam Pemilu

3. Program atau mekanisme internal yang dikembangkan dalam 
memperkuat wawasan keadilan gender dan pemenuhan hak pe-
rempuan dalam politik

4. Upaya yang dilakukan dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, 
khususnya saat kampanye

5. Upaya yang dilakukan dalam menerima, mengkaji, dan memutus kan 
pel anggaran pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan 
hak perempuan

Kepada Badan Pengawas Pemilu

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

1 Pen ce gahan Apakah Bawaslu memiliki SOP pencegahan KtP pada masa 
kampanye pada kandidat peserta pemilu?
Bagaimana Bawaslu mengidentifikasi peristiwa KtP sebagai 
pelanggaran pemilu? 
a. Apa landasan yang digunakan untuk mengidentifikasi hal 

tersebut? 
b. Apa saja bentuk KtP yang dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran pemilu?
c. Bagaimana mekanisme pendataan yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi KtP dalam pemilu?
d. Bagaimana mekanisme integrasi data identifikasi KtP dalam 

pemilu yang dapat berlangsung di banyak wilayah yang 
saling berjauhan sehingga tidak terjadi disintegrasi data?

Apakah terdapat pelatihan perspektif gender bagi para anggota 
dan badan pekerja pada BAWASLU?
a. Bagaimana mekanismenya? 
b. Seberapa sering adanya pelatihan/ pendidikan tersebut? 
c. Apakah diikuti oleh seluruh lapisan struktur anggota Bawaslu?
d. Bagaimana tindak lanjut untuk memastikan pemahaman 

anggota Bawaslu atas pelatihan yang telah diberikan?
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Kepada Badan Pengawas Pemilu

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pen ce gahan Apakah Bawaslu bekerja sama dengan lembaga atau 
kementerian yang bergerak dibidang perempuan sebagai 
cara untuk mengawasi dan mengidentifikasi KtP dan bentuk-
bentuknya?

2 Pe nanganan Bagaimana pengalaman Pemilu 2019, apakah tercatat adanya 
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan? 
a. Bagaimana penanganannya?
b. Apakah terdapat sistem mekanisme aduan ketika terjadi KtP 

pada masa kampanye berlangsung?
c. Jika ada, bagaimana mekanisme pengaduannya?
d. Apakah Bawaslu memiliki SOP penanganan KtP?
e. Apakah SOP tersebut juga mencakup mekanisme layanan 

pengaduan?
Apakah terdapat Satuan Tugas khusus yang menangani kasus KtP?
a. Bagaimana komposisi anggota satgas?
b. Bagaimana fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing 

anggota satgas?
c. Berasal dari mana anggota satgas tersebut?
d. Apakah terdapat pembekalan atau sosialisasi mengenai 

pengetahuan gender?
Apakah tersedia kebijakan atau pedoman yang berlaku bagi 
Bawaslu untuk memastikan adanya efektivitas dalam menangani 
kasus KtP?
a. Jika ada, apa landasannya dan bagaimana pelaksanaannya?
b. Bagaimana luaran yang dihasilkan untuk melihat efektifitas 

penanganan kasus KtP oleh Bawaslu?
Apakah Bawaslu selaku pihak berwenang telah menetapkan 
peraturan yang mengikat mengenai pemberian sanksi terhadap 
pelaku KtP selama masa kampanye berlangsung? 
a. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada pelaku KtP?
b. Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi kepada pelaku 

KtP?
c, Apakah mekanime penjatuhan sanksi kepada pelaku KtP 

tidak berdampak buruk atau menimbulkan kerugian kepada 
korban?

Apakah Badan Pengawas Pemilu bekerja sama dengan lembaga/
organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan 
(misalnya, LSM perempuan, lembaga bantuan hukum) untuk 
menangani kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh 
perempuan selama masa kampanye pemilu?
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Kepada Badan Pengawas Pemilu

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pe nanganan Layanan apa saja yang disediakan oleh Bawaslu dalam 
menangani kasus KtP?
a. Apakah tersedia layanan konsultasi hukum?
b. Jika ada, Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
c. Apakah terdapat layanan konseling psikologi?
d. Jika ada, Bagaimana mekanisme pelaksanannya?
e. Apakah tersedia layanan medis?
f. Jika ada, Bagaimana mekanisme pelaksanannya?
Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penanganan kasus 
KtP dilakukan oleh Bawaslu?

3 Pemulihan Apakah ada mekanisme pemulihan kondisi kandidat peserta 
pemilu yang mengalami KtP?
a. Apa saja bentuk pemulihan yang diberikan?
b. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
c. Apakah terdapat pengawasan rutin terhadap proses 

pemulihan korban?
d. Apakah Bawaslu bekerjasama dengan pihak eksternal dalam 

melaksanakan proses pemulihan korban?
Apakah tersedia layanan konsultasi psikologi terhadap korban 
pasca kasus KtP sebagai bentuk pemantauan kondisi psikologis 
korban?
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C. Partai politik

1. Pendidikan internal guna mengembangkan wawasan gender 
2. Mekanisme internal dalam perekrutan, pendaftaran, hingga pelak-

sanaan pemilu yang berkeadilan gender
3. Ketersediaan mekanisme pengawasan internal dalam menyikapi KtP
4. Ketersediaan Pendampingan dan pengutamaan korban dalam 

kekerasan berbasis gender
5. Ketersediaan sanksi kepada pelaku KtP

Kepada Partai Politik

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

1 Pencegahan Apakah partai politik terbuka dengan aduan adanya kekerasan 
terhadap perempuan selama masa kampanye berlangsung?
a. Apakah terdapat sistem pengaduan adanya KtP?
b. Apakah terdapat mekanisme pengawasan KtP selama masa 

kampanye?
c. Apakah terdapat upaya lain yang dilakukan oleh partai 

politik untuk mendukung adanya pencegahan KtP?
Apa saja bentuk-bentuk KtP yang kerap ditemukan selama 
kampanye politik berlangsung?
a. Berdasarkan pengalaman, faktor-faktor apa yang paling 

banyak menyebabkan dan mendukung terjadinya Ktp? 
(contoh: budaya politik, partai politik, sistem hukum, dll)

Apakah ada tim pengawas khusus dari internal partai politik 
selama kegiatan kampanye berlangsung sebagai bentuk 
pencegahan terjadinya peristiwa kekerasan?
a. Bagaimana komposisi (gender, usia, jabatan) anggota tim 

pengawas tersebut? 
b. Apakah terdapat pembekalan atau sosialisasi mengenai 

pengetahuan gender?
Apakah anggota internal partai politik mendapatkan pendidikan 
politik berperspektif gender? 
a. Bagaimana mekanismenya? 
b. Seberapa sering adanya pelatihan/ pendidikan tersebut? 
c. Apakah diikuti oleh seluruh lapisan struktur anggota partai 

atau hanya sebatas pada calon legislatif yang mencalonkan 
diri?
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Kepada Partai Politik

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pencegahan Apakah partai politik memiliki kebijakan internal untuk 
mencegah KBG?
a. Landasan apa yang digunakan untuk menyusun kebijakan 

tersebut?
b. Bagaimana mekanisme kebijakan internal tersebut?
c. Cakupan apa saja yang dibahas dalam kebijakan tersebut?
Apakah ada calon legislatif mendapatkan penyesuaian agenda 
politik untuk kampanye?
Sejauh mana partai politik mendukung kebijakan afirmatif 
kepada perempuan dalam perekrutan, pendaftaran, hingga 
pelaksanaan pemilu? 
a. Sistem apa yang digunakan oleh partai politik, dukungan 

seperti apa yang diberikan? (contoh: pendidikan politik, 
bantuan kampanye, sistem penomoran, dll)

2 Penanganan Apakah pihak partai politik akan secara gamblang menyingkap 
kasus kekerasan terutama untuk memberi tahu publik mengenai 
pelaku kekerasan dalam partai lewat media massa?
Adakah sanksi hukum yang menjerat pelaku kekerasan terhadap 
perempuan selama masa kampanye berlangsung meskipun 
pelaku datang dari sesama calon kandidat? 
a. Atuapa yang sering digunakan dalam menangani korban?
b. Bagaimana proses hukuman tersebut? 
c. Apakah pelaku KtP dari internal partai akan didiskualifikasi 

dari partai politik? 
d. Sanksi internal apa yang akan diberikan kepada pelaku Ktp?
Tantangan apa saja yang seringkali ditemukan dalam menangani 
kasus KtP dalam konteks pemilu? Baik ketika pelaku adalah 
anggota internal partai maupun non anggota
Apakah partai politik memiliki kerja sama dengan Kementerian/
Lembaga dalam upaya penanganan kasus KtP selama kampanye 
berlangsung?
a. Jika ada, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

3 Pemulihan Apakah pihak partai politik mendampingi korban KtP dalam 
penanganan kasus hingga selesai?
a. Bentuk pendampingan apa yang disediakan oleh 

pendamping korban? 
b. Bagaimana mekanisme bantuan pendampingan kepada 

korban KtP?
c. Apakah pendampingan tersebut disertai pemantauan oleh 

tenaga ahli profesional?
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Kepada Partai Politik

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pemulihan Pasca kasus KtP, apakah partai politik berupaya untuk 
mengayomi korban agar tetap berkarier di ranah politik dan 
memberikan perlindungan lebih untuk korban yang akan tetap 
berada di dunia politik?
a. Jika ya, upaya apa saja yang dilakukan?
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D. Korban dan Penyintas

1. Bentuk dan pola kekerasan yang terjadi dan potensi kerawanannya
2. Identifikasi faktor-faktor penyebab dan pendukung KtP
3. Identifikasi hak yang terlanggar dalam tahapan pemilu
4. Tantangan yang dialami perempuan korban dalam mendapatkan 

keadilan atas kekerasan yang dialami
5. Kondisi pendampingan dan pemulihan

Kepada Korban/Keluarga Korban

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

1 Pengalaman Apakah ada kandidat, anggota partai politik, pemilih, atau 
lainnya yang mengalami kekerasan selama kampanye pemilu 
berlangsung?
Siapa pelaku/pihak yang melakukan kekerasan kepada korban?
a. Bagaimana hubungan antara pelaku dan korban? Apakah 

dari internal partai politik/partai pesaing/relawan partai 
pesaing/masyarakat umum?

Apa saja hak perempuan dalam politik yang sering terlanggar 
selama kampanye pemilu berlangsung?
a. Bentuk kekerasan apa yang kerap diterima oleh perempuan 

selama kampanye pemilu berlangsung?
b. Apa faktor yang menyebabkan peristiwa KtP selama 

kampanye berlangsung?
c. Menurut Anda, apakah ada potensi kerawanan KtP lain 

yang dapat terjadi selama kampanye berlangsung?
Bagaimana kondisi korban pasca peristiwa kekerasan tersebut 
terjadi?
a. Apakah korban menyampaikan KBG tersebut pada pihak 

partai politik?
b. Bagaimana respon yang diterima?
c. Apakah korban melaporkan KBG tersebut pada pihak 

berwenang seperti kepolisian/Bawaslu/KPU/Lembaga 
Perlindungan lainnya yang terkait?

d. Jika iya, bagaimana respon yang diterima?
e. Jika tidak, apa alasan yang melatarbelakangi korban tidak 

melaporkan?
Menurut Anda, latar belakang apa yang mendukung terjadinya 
peristiwa tersebut terjadi? (contoh: Budaya politik, kecurangan, 
struktur partai, dominasi laki-laki dll)
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Kepada Korban/Keluarga Korban

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Pengalaman Setahu Anda,
a. Apakah ada korban KtP lain dalam peristiwa tersebut?
b. Apakah ada korban KtP lain pada kasus yang berbeda di 

dalam internal partai politik Anda?

2 Penanganan Apakah korban berani menyuarakan kepada publik bahwa ada 
kasus kekerasan selama kampanye berlangsung? 
a. Kalau iya, apa aksi dalam menyuarakan kasus tersebut? 
b. Kalau tidak, apa alasannya?
Apakah ada penanganan yang diberikan oleh partai politik? 
a. Apa saja bentuk upaya penanganan tersebut?
b. Bagaimana proses dari penanganan tersebut?
c. Berapa rentang waktu penanganan kasus yang dilakukan 

oleh partai politik pasca pengaduan dilakukan?
d. Bagaimana mekanisme evaluasi dari efektifitas penanganan 

yang dilakukan?
Tantangan apa yang dihadapi oleh korban dalam mendapatkan 
keadilan?
a. Pihak mana yang seringkali tidak kooperatif dalam proses 

penanganan kasus?
b. Apakah tantangan tersebut dapat diselesaikan? Baik dalam 

internal partai maupun lembaga perlindungan terkait
Apakah korban mendapatkan dukungan dari pihak partai 
politik? 
a. Jika iya, dukungan seperti apa?
b. Sejauh mana dukungan partai politik dalam penanganan 

kasus KtP?

3 Pemulihan Apakah korban mendapatkan akses ke layanan pemulihan?
a. Siapa (inisiatif individu/partai politik/lembaga perlindungan 

terkait) yang memberikan akses korban ke layanan 
pemulihan? 

b. Bagaimana korban mengakses layanan pemulihan?
c. Layanan pemulihan apa saja yang diterima oleh korban?
d. Apakah layanan pemulihan tersebut terus berlanjut/rutin 

atau tidak?
e. Apakah korban merasa puas dengan kualitas layanan 

pemulihan tersebut?
f. Apakah tersedia layanan konsultasi psikologi terhadap 

korban pasca kasus KtP sebagai bentuk pemantauan kondisi 
psikologis korban?
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Kepada Korban/Keluarga Korban

No Pilar 
Penyikapan Pertanyaan

Apakah ada pertanggungjawaban dari pelaku?
a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku?
b. Jika pelaku berasal dari internal partai politik yang sama, 

apakah ada sanksi khusus untuk pelaku tersebut?

Pasca peristiwa KtP terjadi, apakah korban masih terjun di 
dunia politik? 
a. Jika iya, apakah korban mendapatkan dukungan dari 

lingkungan sekitar terutama dari lingkungan partai 
politiknya?

b. Jika tidak, apa yang membuat korban memutuskan tidak 
lanjut berkarier di dunia politik? Dan apa kesibukan korban 
pasca KtP?
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